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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 

segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat dapat 

menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP) Tahun 2023. 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 

Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Tujuan 

penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana 

Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di 

masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini 

untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang 

diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga 

dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu 

dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan 

pemerintah. 

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya acuan untuk peningkatan 

kinerja di masa mendatang. 

 

Pangkalan Bun, 29 Februari 2024 

 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas 

dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana 

kerja yang ditetapkan dalam APBD, dalam penyusunannya Laporan Kinerja 

ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas 

Laporan Kinerja dan Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 

2019 tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 dalam mewujudkan sasaran 

strategis digambarkan dalam tabel berikut ini:  

No Sasaran 
Strategis 

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 
(%) 

Peringkat 
Kinerja 

Ket 

1 
 

Meningkatnya 
nilai investasi 
PMA dan PMDN 

Realisasi 
penanaman modal 
(Jumlah realisasi 
nilai investasi 
PMDN dan PMA) 

6,7 T 3.730.442.
195.540 

55,68 % Rendah 
 

Berdasarkan 
target 

Renstra 

 Capaian sasaran strategis 1 55,68 %   

2 Meningkatnya 
nilai investasi 
PMA dan PMDN 

Realisasi 
penanaman modal 
(Jumlah realisasi 
nilai investasi 
PMDN dan PMA) 

3,09 T 3.730.442.
195.540 

120,71 % Sangat Tinggi Berdasarkan 
Target 

Sebaran 
Nasional 

untuk 
Kabupaten 

Kotawaringin 
Barat 

 Capaian sasaran strategis 1 120,71 %   

2 Meningkatnya 
pelayanan 
perizinan 

Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 
atas Layanan 
Perizinan dan 
Nonperizinan 
 

84 95,28 113,96% Sangat Tinggi Berdasarkan 
target 

Renstra 

  Capaian sasaran strategis 2 113,96 %   
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Dari tabel diatas disimpulkan bahwa capaian kinerja Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat 

tahun anggaran 2023 berdasarkan target Renstra sebesar 84,82 % dengan 

peringkat kinerja tinggi. Sedangkan berdasarkan Target Sebaran Nasional 

untuk Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 117,34 %. 

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat 

beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat ke 

depan, sebagai berikut:  

a. Bertambahnya jumlah penugasan mandatory yang setiap tahun sehingga 

mengakibatkan ketidak seimbangan antara beban kerja dengan 

ketersediaan sumber daya, khususnya SDM yang dimiliki; 

b. Beberapa sarana dan prasarana pelayanan publik kurang memenuhi 

contohnya Mal Pelayanan Publik (MPP); 

c. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dengan 

mengikutsertakan ASN dalam kegiatan Bimtek/ Diklat pelayanan publik; 

d. Kurangnya SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu yang secara disiplin ilmu berkesesuaian dengan jenis perizinan yang 

ditangani. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk 

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada 

setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah 

wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Instansi Pemerintah 

wajib meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, 

berhasil guna dan bertanggung jawab. Adanya tuntutan akan transparansi 

dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah beserta pencapaian 

kinerjanya menjadi bagian upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan 

pemerintahan dan sebagai bentuk perwujudan sistem tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance) pemerintah dalam 

mempertanggungjawabkan pencapaian visi misi organisasi. 

Penyusunan laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 ini 

berpedoman pada Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 243 Tahun 

2019 tentang Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin 

Barat dengan menyajikan pencapaian, pengukuran dan evaluasi atas 

perencanaan dan perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat dalam 

mewujudkan birokrasi yang akuntabel, transparan, dan profesional.  

Tujuan penyajian laporan kinerja ini adalah untuk memberikan informasi 

kinerja yang terukur kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai 

upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal dan 
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Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat untuk 

meningkatkan kinerjanya. 

 

1.2  Data Umum  

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan unsur pengawas 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Kotawaringin Barat. Hal ini termuat dalam Peraturan Bupati 

Kotawaringin Barat 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, yang 

selanjutnya pada tahun 2022 terbit Perbup Terbaru yaitu Peraturan Bupati 

Kotawaringin Barat nomor 87 Tahun 2022  tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal 

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk 

melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Kotawaringin Barat mempunyai fungsi: 

a. perumusan kebijakan perencanaan umum penanaman modal 

daerah;  

b. perumusan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal di 

daerah melalui deregulasi, pemberian insentif dan fasilitas 

penanaman modal;  

c. pengidentifikasian sumber- sumber potensi daerah secara 

menyeluruh dalam rangka pengembangan penanaman modal;  

d. pengkajian dan pelaksanaan promosi penanaman modal dalam 

rangka menarik minat penanaman modal;  

e. perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan perizinan 

dan nonperizinan penanaman modal dan sektoral secara terpadu 

yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan menjadi 

kewenangan daerah;  
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f. pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi 

kewenangan daerah;  

g. pengolahan data dan informasi terkait penanaman modal, perizinan 

dan nonperizinan;  

h. penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas; dan  

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya.  

 

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, 

maka sumber daya manusia yang diperlukan adalah sebagai berikut: 

Tabel: 1.1 Peta Jabatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu 

Jabatan Struktural Jabatan Pelaksana Jabatan Fungsional 
1. Kepala Dinas 
2. Sekretaris 

1) Subbag Umum 
Kepegawaian dan 
Perlengkapan 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

3. BIDANG PERENCANAAN 
DAN PENGEMBANGAN 
IKLIM PENANAMAN 
MODAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dibawah Subbag Umum 
Kepegawaian dan 
Perlengkapan 

1) Pengadministrasi Umum 
2) Pengelola Barang Milik 

Negara 
3) Pengelola Kepegawaian 

2. Dibawah Subbag Keuangan, 
Perencanaan dan 
Pengendalian Program 
1) Bendahara Pengeluaran 
2) Verifikator keuangan 
3) Pengelola Keuangan 
4) Pengolah Data 
5) Analis Perencanaan, 

Evaluasi dan Pelaporan 
3. Dibawah bidang perencanaan 

dan pengembangan iklim 
penanaman modal 

1) Analis Pengembangan 
Potensi Daerah 

2) Pengelola Data 
3) Analis Penanaman Modal 
4) Penyusun Bahan Kebijakan 
5) Pengolah Data Kebijakan 

Investasi 
6) Pengadministrasi Umum 
7) Penyusun Bahan Kebijakan 

1. Analis Keuangan Pusat 
dan Daerah (1 Orang) 

2. Perencana 
3. Penata Perizinan (3 

Orang) 
4. Penata Kelola 

Penanaman Modal (7 
Orang) 

5.  Arsiparis (1 Orang) 
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Jabatan Struktural Jabatan Pelaksana Jabatan Fungsional 

 
 
 
4. BIDANG 

PROMOSI,PENGELOLAAN 
DATA DAN SISTEM 
INFORMASI PENANAMAN 
MODAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. BIDANG PELAYANAN 

TERPADU SATU PINTU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. BIDANG PENGENDALIAN 

PELAKSANAAN 
PENANAMAN MODAL 

8) Analis Investasi Daerah 
 
4. Dibawah bidang promosi, 

pengelolaan data dan sistem 
informasi penanaman modal 
1) Perancang Promosi 
2) Pranata Promosi 
3) Fasilitator Promosi 
4) Perancang Desain 

Pameran 
5) Analis Desain Pameran 
6) Penata Pameran 
7) Penyusun Bahan 

Informasi dan Publikasi 
8) Pengolah Informasi Media 
9) Pengolah Bahan Informasi 

dan Publikasi 
 
5. Di bawah bidang pelayanan 

terpadu satu pintu 
1) Pengelola Pengaduan 

Publik 
2) Penyusun Bahan 

Kebijakan 
3) Pengelola SIM 

Penanaman Modal dan 
Perizinan Terpadu 

4) Analis Dokumen Perizinan 
5) Pengelola Perizinan 
6) Pengadministrasi 

Perizinan 
7) Pengadministrasi Umum 
8) Pengadministrasi Umum 

 
6. Di bawah bidang 

pengendalian pelaksanaan 
penanaman modal 

1) Pengelola Penyelesaian 
Hasil Pengawasan 

2) Penyusun Bahan Kebijakan 
3) Pengelola Data Temuan 

Pengawasan 
4) Analis Pengawasan 
5) Pengelola Data 
6) Analis Data dan Informasi 

  Sumber: Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 123 Tahun 2020 
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Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan 

Administrasi ke Jabatan Fungsional, maka Pemerintah Kabupaten 

Kotawaringin Barat menyetarakan Jabatan Administrator Pengawas menjadi 

Jabatan Fungsional Ahli Muda. 

Terkait dengan penyetaraan tersebut di atas, nomenklatur Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengalami 

perubahan.dua kali yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 

39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat  per tanggal 11 April 2022 dan 

diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2022 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata 

Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Kotawaringin Barat per tanggal 18 Agustus 2022.  

Perubahan nomenklatur tersebut mulai diberlakukan sejak tanggal 16 

Februari 2023 melalui pengukuhan dan pengambilan sumpah dan 

pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setelah mendapatkan 

persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2/642/SJ/ tanggal 2 

Februari 2023 dan Pertimbangan Teknis Pengukuhan, Mutasi dan Promosi 

Pejabat Tinggi Pratama Badan Kepegawaian Negara Nomor: 1375/B-

AK.02.02/SD/K/2023 tanggal 31 Januari 2023. Perubahan nomenklatur 

Sekretariat Daerah merupakan salah satu bentuk penyederhanaan birokrasi. 

Dimana penyederhanaan birokrasi bukan hanya sekadar menyederhanakan 

struktur organisasi dan mengalihkan pejabat administrasi menjadi pejabat 

fungsional, penyederhanaan birokrasi juga berarti melakukan penyesuaian 

sistem kerja secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis 

pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. 

Sampai dengan 31 Desember 2023, Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat didukung 

oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 39 orang Pegawai yang terdiri dari 17 

orang laki-laki (43,59 %), dan 22 orang perempuan (45,41 %). Berdasarkan 
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kualifikasi Pendidikan, pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu didukung oleh pegawai dengan Pendidikan S2 sejumlah 

4 orang (10,26 %), S1/DIV sejumlah 17 orang (43,59 %), D3 sejumlah 7 

orang (17,95 %), SMA sejumlah 10 orang (25,64 %) dan SD sejumlah 1 

orang (2,56 %). Gambar rincian data pegawai sebagaimana berikut: 

 

Tabel: 1.2 Data Pegawai Per 31 Desember 2023 

No Jabatan 

Jumlah 
Pegawai 

Yang 
ada 

JenisKelamin Kualifikasi Status Kepegawaian 

Laki-
Laki 

Perempuan S2 S1 D3 SMA SD 
PNS/ 
CPNS 

Kontrak 

A Jabatan 
Pimpinan 
Tinggi 

1 1  1     1  

B Jabatan 
Administrator 

          

1. Administra
tor 

4  4 3 1    4  

2. Pengawas 1  1   1   1  

3. Pelaksana 22 11 11  6 6 9 1 13 9 

C Jabatan 
Fungsional 

11 5 6  10  1  11  

 Jumlah 39 17 22 4 17 7 10 1 30 9 

Sumber: Data Pegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu   Satu Pintu Per 31   
Desember  2023 

 
Kebutuhan pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat baik jabatan pelaksana dan 

jabatan fungsional tertentu berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin 

Barat Nomor 123 Tahun 2020 tentang Penetapan Peta Jabatan di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, apabila 

dibandingkan dengan kondisi yang ada dapat dilihat sebagaimana tabel 

berikut: 
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Tabel: 1.3 Analisis Kebutuhan Pegawai 2023 

Uraian Jabatan 
Formasi 
Sesuai 

Keputusan 

Kondisi 
Saat Ini 

Kekurangan 

Sekretariat Bendahara Pengeluaran 1 1 0 

Verifikator Keuangan 1 1 0 

Pengelola Keuangan 0 0 1 

Pengelola data perencanaan 
penganggaran 

1 1 0 

Analis Perencana, Evaluasi dan 
Pelaporan 

1 1 0 

Pengadministrasian  Umum 1 1 0 

Pengelola Barang milik Negara 1 1 0 

Pengelola Kepegawaian 1 0 1 

Kepala Bidang 
Perencanaan 
dan 
Pengembangan 
Iklim 
Penanaman 
Modal 

Analis Pengembangan Potensi Daerah 1 0 1 

Pengelola Data 3 0 3 

Analis Penanaman Modal 1 1 0 

Penyusun Bahan Kebijakan 1 0 1 

Pengolah Data Kebijakan Investasi 1 0 1 

Pengadministrasi Umum 1 0 1 

Penyusun Bahan Kebijakan 1 0 1 

Analis Investasi Daerah 1 0 1 

    

Kepala Bidang 
Promosi 
Penanaman 
Modal 

Perancang Promosi 2 1 1 

Pranata Promosi 1 0 1 

Fasilitator Promosi 1 0 1 

Perancang Desain Pameran 1 0 1 

Analis Desain Pameran 1 0 1 

Penata Pameran 1 0 1 

Penyusun Bahan Informasi dan 
Publikasi 

1 0 1 

Pengolah Informasi Media 1 0 1 

Pengolah Bahan Informasi dan 
Publikasi 

1 0 1 

    

Kepala Bidang 
Pelayanan 
Terpadu Satu 
Pintu 

Pengelola Pengaduan Publik 2 1 1 

Penyusun Bahan Kebijakan 1 0 1 

Pengelola SIM Penanaman Modal dan 
Perizinan Terpadu 

2 1 1 

Analis Dokumen Perizinan 2 1 1 

Pengelola Perizinan 8 4 4 

Pengadministrasi Perizinan 5 2 3 

Pengadministrasi Umum 3 1 2 

    

Kepala Bidang 
Pengawasan 

Pengelola Penyelesaian Hasil 
Pengawasan 

3 1 2 
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Uraian Jabatan 
Formasi 
Sesuai 

Keputusan 

Kondisi 
Saat Ini 

Kekurangan 

dan 
Pengendalian 

Penyusun Bahan Kebijakan 1 0 1 

Pengelola Data Temuan Pengawasan 2 0 2 

Analis Pengawasan 1 0 1 

Pengelola Data 2 1 1 

Pengolah Data 1 0 1 

Analis Data dan Informasi 1 0 1 

     

Jabatan 
Fungsional 

JF Analis Keuangan Pusat dan Daerah 
Ahli Muda 

1 1 0 

JF Arsiparis Pertama 1 1 0 

JF Penata Perizinan Ahli Muda 3 3 0 

 JF Penata Kelola Penanaman Modal 9 6 3 

     

TOTAL 75 31 45 
  Sumber: Data Diolah 

 

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pada tahun 

2023, rincian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel: 1.4 Data Aset Tahun 2023 

No Klasifikasi Nama BidangBarang JumlahBarang Nilai (Rp) 

1 Tanah Tanah 1 0 
Sertifikat gabung 
dengan Dinas 
Pariwisata 

2 Peralatan&Mesin Alat-alat Besar 0 0 

Alat-alat Angkut 7 447.841.100,00 

Alat Bengkel dan Alat 
Ukur 

3 9.300.000,00 

Alat Kantor dan 
RumahTangga 

389 4.344.309.169,00 

Alat Studio Komunikasi 13 57.600.000,00 

Alat Kedokteran 1 1.815.000,00 

Alat Persenjataan 0 24.800.000 

Alat Komputer  Rekap sudah gabung 
di Alat Kantor dan RT 

Dll (diisi sesuai dengan 
Jenis di KIB ) 

  

3 Gedung&Bangunan Bangunan Gedung 
Kantor 

1 3.435.778.046,00 
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No Klasifikasi Nama BidangBarang JumlahBarang Nilai (Rp) 

Gedung Rumah Dinas   

Dll (diisi sesuai dengan 
Jenis di KIB) 

  

4 Jalan, 
IrigasidanJaringan 

Jalan 0 0 

Jembatan 0 0 

Instalasi Listrik danTelp 0 0 

5 AsetTetapLainnya Bahan Perpustakaan 98 BUKU 14.000.000,00 

Barang Bercorak 
Kesenian 

0 0 

6 Aset Lainnya Aset Tak Berwujud 6 342.013.242,00 

7 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0 0 
   Sumber: Data Kartu Inventaris Barang 2023 

 

1.3 Aspek Strategis  

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut 

mampu menemukan, mengenali dan merespon isu strategis dengan 

berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis 

dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu 

Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau 

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena 

dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat 

penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan 

menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di 

masa yang akan datang. Dalam menentukan isu-isu strategis yang terkait 

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

(DPMPTSP) Kabupaten Kotawaringin Barat, tidak bisa dilepaskan dari 

lingkungan strategis, baik pada lingkungan eksternal maupun internalnya. 

Untuk lingkungan eksternal, isu-isu strategis akan dipengaruhi oleh kondisi 

yang tengah terjadi atau diperkirakan akan tetap berlangsung pada skala 

internasional, nasional serta regional/lokal provinsi. Isu Strategis yang 

melingkupi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain: 

1. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 38 Tahun 2023 tanggal 24 

November 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati 

Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pendelegasian 
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Kewenangan Penyelenggraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan 

Nonperizinan di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat. 

2. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Penetapan Standar 

Operasiona Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 

dan Pelayanan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha 

Terintegrasi Secara Elektronik di Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat. 

3. Komitmen Kepala Dinas dan seluruh personil ASN DPMPTSP 

Kabupaten Kotawaringin Barat yang cukup besar dalam pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi; 

4. Kapasitas SDM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu yang meningkat; 

5. Adanya Anggaran DAK Non Fisik fasilitasi Penanaman Modal 

pengawasan dan pengendalian PMA dan PMDN; 

6. Jumlah ASN yang masih kurang baik secara kuantitas maupun secara 

kualitas; 

7. Belum terlaksananya pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan 

mobil layanan perizinan 

8. Semakin meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat atas 

pengurusan perizinan dan nonperizinan; 

9. Adanya perubahan peraturan perundang-undangan secara cepat; 

10. Pesatnya perkembangan teknologi informasi di Kabupaten 

Kotawaringin Barat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat di dalam penyelenggaraan 

pelayanannya telah didukung oleh Sistem Informasi Manajemen (SIM) 

Pelayanan yang mengandalkan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(TIK); 
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1.4 Permasalahan Utama  

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai kedudukan sebagai unsur 

pelaksana urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah yang bertanggung 

jawab kepada Bupati melalui Skretaris Daerah. Keberhasilan pelaksanaan 

dipengaruhi oleh sejauh mana mampu memecahkan masalah yang menjadi 

penghambat dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun permasalahan 

utama yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu pada tahun 2023 adalah sebagai berikut: 

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Kotawaringin Barat, antara lain: 

a) Percepatan proses pelayanan perizinan sesuai dengan SOP Pelayanan 

yang telah ditetapkan; 

b) Percepatan program mandatory dari pusat terkait pelaksanaan 

pembangunan MPP; 

c) Belum terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang pelayanan 

perizinan dan nonperizinan di kecamatan wilayah Kabupaten 

Kotawaringin Barat; 

d) Lemahnya pelaksanaan komunikasi, sinkronisasi dan integrasi antara 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Kotawaringin Barat dengan SKPD terkait. 

 

Faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat 

menjadi suatu kekuatan (strength) maupun kelemahan (weakness) dalam 

organisasi. Unsur-unsur kekuatan yang dapat dijadikan sebagai peluang 

peningkatan kinerja meliputi : 

1. Tersedianya data potensi dan peluang investasi; 

2. Tersedianya Standar Operating Prosedur (SOP), Standar Pelayanan 

(SP) Perizinan dan Penanaman Modal; 

3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Jelas; 
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4. Tersedianyan Teknologi Informasi yang mendukung pelayanan 

Perizinan; 

5. Tersedianya anggaran unit kerja; 

6. DPMPSP merupakan koordinator dan gerbang utama untuk hampir 

seluruh administrasi pelayanan perizinan. 

 

Disamping kekuatan yang dimiliki tersebut, masih terdapat sejumlah 

kelemahan (Weakness) dalam lingkungan Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu : 

1. Jumlah sumber daya aparatur yang sesuai dengan kompetensi belum 

optimal; 

2. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan perizinan; 

3. Sistem pelayanan perizinan yang ada belum berjalan secara optimal; 

4. Belum optimalnya pelayanan pengaduan; 

5. Belum terhimpunnya data aktual yang mendukung Laporan Kegiatan 

Penanaman Modal. 

 

Faktor eksternal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsi dapat menjadi suatu peluang (opportunities) maupun ancaman 

(threats) dalam organisasi. Beberapa peluang (opportunities) yang dimiliki 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Kotawaringin Barat antara lain : 

1. Adanya Peraturan Daerah terkait pelimpahan kewenangan perizinan 

kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

dan Kecamatan; 

2. Tersedianya Teknologi Informasi untuk menunjang pelayanan; 

3. Kebijakan pemerintah pusat yang terus berupaya mempermudah 

ketentuan pelayanan perizinan dan investasi; 

4. Potensi investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat masih besar. 
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Sedangkan ancaman (Threaths) yang dihadapi oleh Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, 

adalah :  

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur dan persyaratan 

perizinan; 

2. Kesadaran masyarakat dalam mengurus perizinan masih rendah; 

3. Adanya kemungkinan tindakan KKN dan pencaloan dalam pengurusan 

perizinan; 

4. Waktu pengurusan beberapa izin masih tergantung instansi 

terkait/teknis;  

5. Munculnya regulasi dan kebijakan baru yang terkait dengan pelayanan 

perizinan dan penanaman modal terkait/teknis. 

Tabel 1.5. Matrix Analisis SWOT 

   
 

Peluang (opportunities): 

 
 

Tantangan (threats): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Internal 

 

 
Eksternal 

1. Adanya Peraturan Daerah 
terkait pelimpahan 
kewenangan perizinan 
kepada Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu dan 
Kecamatan; 

2. Tersedianya Teknologi 
Informasi untuk menunjang 
pelayanan; 

3. Kebijakan pemerintah pusat 
yang terus berupaya 
mempermudah ketentuan 
pelayanan perizinan dan 
investasi; 

4. Potensi investasi di 
Kabupaten Kotawaringin 

Barat masih besar. 
 

1. Kurangnya pemahaman 
masyarakat terhadap 
prosedur dan persyaratan 
perizinan; 

2. Kesadaran masyarakat 
dalam mengurus perizinan 
masih rendah; 

3. Adanya kemungkinan 
tindakan KKN dan 
pencaloan dalam 
pengurusan perizinan; 

4. Waktu pengurusan 
beberapa izin masih 
tergantung instansi 
terkait/teknis;  

5. Munculnya regulasi dan 
kebijakan baru yang terkait 
dengan pelayanan 
perizinan dan penanaman 
modal terkait/teknis. 

 

Kekuatan (strenghts): 

 
7. Tersedianya data potensi dan peluang 

investasi; 
8. Tersedianya Standar Operating 

Prosedur (SOP), Standar Pelayanan 
(SP) Perizinan dan Penanaman Modal; 

9. Struktur Organisasi Perangkat Daerah 

Alternatif Strategi (SO): 

 
1. Mengoptimalkan dukungan 

anggaran untuk mendapatkan 
pembinaan dari pusat dalam 
meningkatkan pelayanan 
perizinan dan penanaman 
modal; 

Alternatif Strategi (ST): 

 
1. Meningkatkkan sarana 

dan prasarana melalui 
dukungan anggaran 
untuk meningkatkan 
kepercayaan 
masyarakat dan dunia 
usaha terhadap 
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(SOPD) Jelas; 
10. Tersedianyan Teknologi Informasi yang 

mendukung pelayanan Perizinan; 
11. Tersedianya anggaran unit kerja; 
12. DPMPSP merupakan koordinator dan 

gerbang utama untuk hampir seluruh 
administrasi pelayanan perizinan 

2. Meningkatkan kompetensi 
daripada tugas pokok dan 
fungsi aparatur pelayanan 
pada Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu; 

3. Mendayagunakan SDM, 
sarana dan prasarana yang 
ada untuk mendukung iklim 
investasi di Kabupaten 
Kotawaringin Barat. 

pelayanan perizinan 
pada DPMPTSP 
Kabupaten 
Kotawaringin Barat; 

2. Mendayagunakan 
potensi dan peluang 
invetasi Kabupaten 
Kotawaringin Barat 
melalui event promosi; 

3. Mendayagunakan dan 
mengembangkan 
potensi yang dimiliki 
aparatur pelayanan 
dalam menghadapi 
persaingan global. 

  Kelemahan (Weakness) : 

 

 
1. Jumlah sumber daya aparatur yang 

sesuai dengan kompetensi belum 
optimal; 

2. Kurangnya sarana dan prasarana 
yang mendukung pelayanan 
perizinan; 

3. Sistem pelayanan perizinan yang 
ada belum berjalan secara optimal; 

4. Belum optimalnya pelayanan 
pengaduan; 

5. Belum terhimpunnya data aktual 
yang mendukung Laporan Kegiatan 
Penanaman Modal. 

  Alternatif Weakness (WO) : 
 

 
1. Mendukung 

perkembangan Usaha 
Perekonomian di 
Kabupaten Kotawaringin 
Barat dengan 
ketersedian data dan 
informasi yang akurat 
serta melalui promosi 
potensi unggulan daerah; 

2. Mendorong investasi 
dengan meningkatkan 
sarana dan prasarana . 

  Alternatif Weakness (WT) 

: 

 
1. Mengoptimalkan 

dukungan anggaran 
untuk mendapatkan 
pembinaan dari 
pusat dalam 
meningkatkan 
pelayanan; 

2. Meningkatkan 
koordinasi dengan 
seluruh pegawai 
Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan 
Satu Pintu Kabupaten 
Kotawaringin Barat 
agar mampu 
memberikan 
pelayanan yang prima 
kepada masyarakat/ 
pelaku usaha. 

 

Berbagai permasalahan secara internal dan eksternal tersebut pada 

akhirnya turut menentukan kondisi pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat 

dalam pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat. 

 

1.5  Landasan Hukum 

Dasar hukum penyusunan meliputi: 

1. Peraturan Presiden  Nomor  29  Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah; 
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2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

3. Keputusan   Bupati    Kotawaringin Barat Nomor   243   Tahun 2019 tentang 

Penetapan Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat 

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. 

 

1.6  Sistematika Penyajian 

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 melaporkan 

pencapaian kinerja selama tahun 2023. Capaian kinerja 2023 diukur dan 

dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja 2023 dan Perjanjian Kinerja 

Perubahan 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. 

Perjanjian kinerja tahun 2023 merupakan penjabaran Perubahan Renstra 

Tahun 2023-2026. 

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tahun 2023 

memungkinkan dilakukannya identifikasi atas sejumlah celah kinerja 

(performance gap) sebagai masukan bagi perbaikan kinerja di masa 

datang. Dengan pola pikir seperti ini, sistematika penyajian Laporan Kinerja 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Kotawaringin Barat Tahun 2023 disusun sesuai dengan Keputusan   Bupati    

Kotawaringin Barat Nomor   243   Tahun 2019 tentang Penetapan 

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:   

Kata Pengantar  

i. Ikhtisar Eksekutif 

ii. Daftar isi  

iii. Daftar Tabel  

Bab I Pendahuluan 

1.1 Latar belakang  

1.2 Data Umum  

1.3 Aspek Strategis  
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1.4 Permasalahan Utama  

1.5 Sistematika Penyajian  

Bab II Perencanaan Kinerja 

2.1 Rencana Strategis  

2.2 Indikator Kinerja Utama  

2.3 Rencana Kinerja Tahunan 

2.4 Perjanjian Kinerja  

Bab III Akuntabilitas Kinerja 

3.1 Capaian Kinerja Perangkat Daerah 

3.2 Realisasi Anggaran  

a.       Inovasi 

Bab IV Penutup   

4.1 Kesimpulan   

4.2 Solusi Atas Permasalahan    

Lampiran-lampiran 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

2.1  Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu 

Rencana Strategis berisi penjabaran operasional dari RPD 2023-2026 

yang tercascade pada tujuan, sasaran dan program kegiatan kinerja Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten 

Kotawaringin Barat selama empat tahun. Tahun 2023 ini merupakan tahun 

pertama masa RPD. Visi Kabupaten Kotawaringin Barat adalah : 

“KOTAWARINGIN BARAT YANG AMAN, MAJU, SEJAHTERA, 

MANDIRI, DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN” 

 

Untuk mewujudkan cita-cita tersebut salah satunya mewujudkan 

pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan yang 

berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan 

pangan secara berkelanjutan dalam kegiatan dan program Pembangunan 

Daerah. 

Adapun Misi Pembangunan Daerah Periode 2006 – 2025 adalah sebagai 

berikut: 

1. Mewujudkan masyarakat Kobar yang aman; 

2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik; 

3. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang demokratis; 

4. Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integratif 

dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap 

pembangunan daerah; 

5. Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan 

kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan 

agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan; 

6. Meningkatkan Akselerasi Perkembangan Koperasi (Sebagai Urat Nadi 

Ekonomi Kerakyatan) dan UKM Serta Dunia Usaha yang Saling Terkait 
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dengan Sistem Berjaring antar Usaha dan Antar Daerah, Khususnya 

yang Berbasis Potensi dan Keunggulan; 

7. Membangun dan mengembangankan budaya pembelajaran yang 

mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur, dan jenjang 

pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, 

bermoral, cerdas, kreatif, dan inovatif serta  memililiki daya saing 

yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat; 

8. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas hidup secara 

berkelanjutan; 

9.  Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan 

masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat 

bagi pencegahan masalah sosial kemsyarakatan dan peningkatan 

kecepatan penanggulangannya secara berkesinambungan; 

10. Mewujudkan peningkatan kualitas kependudukan dan ketanagkerjaan, 

keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga  diseluruh wilayah 

Kabupaten Kotawaringin Barat; 

11.  Kewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi 

dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat 

secara berkesinambungan; dan  

12. Mengoptimalkan produktivitas pemaanfaatan dan pengendalian ruang 

sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.  

Adapun misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 

yang bersinggungan dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat 

adalah misi yang kelima yaitu: 

 

“Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan 

yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan 

pangan secara berkelanjutan” 

 

 

 



 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 

         DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

         KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

19 

 

Dan misi yang keenam yaitu : 

 

“Meningkatkan Akselerasi Perkembangan Koperasi (Sebagai Urat Nadi 

Ekonomi Kerakyatan) dan UKM Serta Dunia Usaha yang Saling Terkait 

dengan Sistem Berjaring antar Usaha dan Antar Daerah, Khususnya yang 

Berbasis Potensi dan Keunggulan” 

 

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Kotawaringin Barat ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 

15 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah 

Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026. Tabel Terlampir. 

 

Tabel: 2.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu  

Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023 – 2026 
 

 
No 

 

Tujuan 
 

Indikator 
Tujuan 

Sasaran 
 

Indikator 
Sasaran 

Target Kinerja 

2023 2024 2025 2026 
1 Mengoptimalk

an realisasi 
penanaman 
modal 
 

Realisasi 
Penanaman 
Modal 

Meningkatnya 
nilai investasi 
PMA dan 
PMDN 

Realisasi 
penanaman 
modal 
(Jumlah 
realisasi nilai 
investasi 
PMDN dan 
PMA) 

6,7 T 6,8 T 6,9 T 7 T 

2 Meningkatkan 
Kualitas 
Pelayanan 
publik 

 
 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
(IKM)  

Meningkatnya 
pelayanan 
perizinan 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
(IKM) atas 
Layanan 
Perizinan dan 
Nonperizinan 

 

84 85 86 87 

Sumber: Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan   Terpadu Satu  Pintu Tahun 
2023-2026  
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2.2 Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang 

menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas 

fungsi serta mandat (core business) yang diemban.  

IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil 

diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria 

indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan 

Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk 

setiap tingkatan organisasi. Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Kotawaringin 

Barat tertuang dalam tabel 2.2 berikut ini:  

Tabel: 2.2 Indikator Kinerja Utama 

Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 
Utama 

Formulasi Perhitungan/Penjelasan Penanggung 
Jawab 

Sumber 
Data 

Meningkatnya 
nilai investasi 
PMA dan 
PMDN 

Realisasi 
penanaman 
modal 
(Jumlah 
realisasi nilai 
investasi 
PMDN dan 
PMA) 
 
 
 

 

Jumlah realisasi nilai investasi PMDN 
dan PMA 

Bidang 
Promosi PM, 
Bidang 
Perencanaan 
PM, Bidang 
Wasdal PM 
Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 
Terpadu 
Satu Pintu 
 

Laporan 
LKPM 
 

Meningkatnya 
pelayanan 
perizinan 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
(IKM) atas 
Layanan 
Perizinan 
dan 
Nonperizinan 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Republik 
Indonesia Nomor 14 tahun 2017 

 

SKM  

= 

Total dari 

Nilai 

Persepsi Per 

Unsur 

x Nilai 

Penimbang 

Total Unsur 

yang Terisi 
 

Bidang PTSP 
Dinas 
Penanaman 
Modal dan 
Pelayanan 
Terpadu 
Satu Pintu 

Laporan 
Hasil 
Survei 
Kepuasan 
Masyarakat 
(SKM) 

     Sumber: SK Kepala Dinas DPMPTSP No. 973/44/SK/DMPTSP.A Tahun 2023 
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2.3  Rencana Kinerja Tahunan 

Perencanaan kinerja tahunan diperlukan untuk memberikan fokus 

pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki. 

Setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dijabarkan lebih lanjut ke 

dalam sejumlah program yang terdiri dari beberapa kegiatan yang 

merupakan tindakan nyata untuk dilaksanakan pada tahun bersangkutan. 

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan 

indikator kinerja berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan 

dalam rencana strategis dan dijabarkan di dalam dokumen rencana kerja 

SKPD. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang 

kemudian ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja SKPD 

sebagaimana terlampir. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 tertuang dalam tabel berikut 

ini:   

Tabel: 2.3 Perubahan Rencana Kinerja Tahun 2023 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1 Meningkatnya nilai investasi 
PMA dan PMDN 

Realisasi penanaman modal (Jumlah 
realisasi nilai investasi PMDN dan 
PMA) 

6,7 T 

2 Meningkatnya pelayanan 
perizinan 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 
atas Layanan Perizinan dan 
Nonperizinan 

 

84 

Sumber: Data Diolah  

 

2.4 Perjanjian Kinerja 

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan 

dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih 

rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan 

indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima 

amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas 

kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta 

sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada 

kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk 
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kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun 

sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga 

mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, 

sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, 

transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Dinas penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat 

pada Tahun 2023 telah menyusun Perubahan Perjanjian Kinerja dengan 

Bupati Kotawaringin Barat untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran 

perjanjian ini.  

 

Tabel: 2.4 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1 
 

Meningkatnya nilai investasi 
PMA dan PMDN 

Realisasi penanaman modal (Jumlah 
realisasi nilai investasi PMDN dan 
PMA) 

6,7 T 

2 Meningkatnya pelayanan 
perizinan 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 
atas Layanan Perizinan dan 
Nonperizinan 

 

84 

Sumber: Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 

 

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian 

Kinerja Eselon II, maka struktur program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang 

terkait langsung dan penunjang dalam mencapai sasaran Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat 

Tahun 2023 adalah sebagai berikut: 

 

Tabel: 2.5 Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Yang Terkait 

langsung Dengan Capaian Kinerja Tahun 2023 

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 
Sebelum 

Perubahan 
(Rp) 

Setelah 
Perubahan 

(Rp) 

Bertambah/ 
Berkurang 

(Rp) 

Sasaran: Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN 

Program Pengembangan Iklim Penanaman 
Modal 

156.834.204 156.834.012 (192) 

 Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif 116.834.204 129.334.012 12.499.808 
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Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 
Sebelum 

Perubahan 
(Rp) 

Setelah 
Perubahan 

(Rp) 

Bertambah/ 
Berkurang 

(Rp) 

Dibidang Penanaman Modal yang 
menjadi Kewenangan Daerah 
Kabupaten/ Kota 

  Penetapan Kebijakan Daerah 
mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif 
dan Kemudahan Penanaman Modal 

116.834.204 129.334.012 12.499.808 

 Pembuatan Peta Potensi Investasi 
Kabupaten/Kota 

40.000.000 27.500.000 (12.500.000) 

Penyediaan Peta Potensi dan Peluang 
Usaha Kabupaten/Kota 

40.000.000  27.500.000 (12.500.000) 

Program Promosi Penanaman Modal 235.199.750 229.931.321 (5.268.429) 

Penyelenggaraan Promosi Penanaman 
Modal yang Menjadi 
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 

235.199.750 229.931.321 (5.268.429) 

Pelaksanaan Kegiatan Promosi 
Penanaman Modal Daerah 
Kabupaten/Kota 

235.199.750 229.931.321 (5.268.429) 

Program Pengendalian Pelaksanaan 
Penanaman Modal 

450.500.000 450.500.000 0 

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman 
Modal yang menjadi Kewenangan 
Daerah Kabupaten/Kota 

450.500.000 450.500.000 0 

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pemantauan Pelaksanaan Penanaman 
Modal 

119.309.000 0 (119.309.000) 

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pembinaan Pelaksanaan Penanaman 
Modal 

253.646.000 372.955.000 119.309.000 

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pengawasan Pelaksanaan 
Penanaman Modal 

77.545.000 77.545.000 0 

Sasaran: Meningkatnya pelayanan perizinan 

Program Pelayanan Penanaman Modal 132.147.100 130.481.300 (1.665.800) 

 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 
Secara Terpadu Satu Pintu dibidang 
Penanaman Modal yang Menjadi 
Kewenangan Daerah 

132.147.100 130.481.300 (1.665.800) 

  Penyediaan Pelayanan Terpadu 
Perizinan dan Nonperizinan Berbasis 
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara Elektronik 

49.886.600 52.620.800 2.734.200 

  Pemantauan Pemenuhan Komitmen 
Perizinan dan Non Perizinan 
Penanaman Modal 

73.871.000 69.471.000 (4.400.000) 
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Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 
Sebelum 

Perubahan 
(Rp) 

Setelah 
Perubahan 

(Rp) 

Bertambah/ 
Berkurang 

(Rp) 

  Penyediaan Layanan Konsultasi dan 
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 
Terhadap Pelayanan Terpadu 
Perizinan dan Non Perizinan 

8.389.500 8.389.500 0 

Sumber: DPPA Tahun 2023  

 

Tabel: 2.6 Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Penunjang 

Tahun 2023 

 
 

Sebelum 
Perubahan 

(Rp) 

Setelah 
Perubahan (Rp) 

Bertambah/ 
Berkurang 

(Rp) 

 
Sasaran: Menyediakan dukungan bagi pencapaian nilai SAKIP perangkat daerah 
 

Program Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

   

 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, 
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

117.409.800 93.775.608 (23.634.192) 

  Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

70.632.000 44.322.608 (26.309.392) 

  Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 
RKA-SKPD 

2.497.250 2.497.250 0 

  Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD 

2.505.500 2.505.500 0 

  Koordinasi dan Penyusunan DPA-
SKPD 

 2.497.250 2.497.250 0 

  Koordinasi dan Penyusunan 
Perubahan DPA-SKPD 

1.752.500 1.752.500 0 

  Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKP 

35.023.700 37.698.900 2.675.200 

  Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.501.600 2.501.600 0 

 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.529.815.413 4.622.566.429 92.751.016 

  Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.469.362.163 4.571.628.195 102.266.032 

  Pelaksanaan Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKP 

5.500.000 8.865.000 3.365.000 

  Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD 

53.455.000 40.574.984 (12.880.016) 

  Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 

1.498.250 1.498.250 0 

Sasaran: Menyediakan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah Dalam Melaksanakan Tugas Dan 
Fungsi 
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Sebelum 
Perubahan 

(Rp) 

Setelah 
Perubahan (Rp) 

Bertambah/ 
Berkurang 

(Rp) 

Program Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

   

 Administrasi Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

73.316.000 67.836.000 (5.480.000) 

  Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 
Atribut Kelengkapannya 

19.800.000 19.800.000 0 

  Bimbingan Teknis Implementasi 
Peraturan Perundang-Undangan 

53.516.000 48.036.000 (5.480.000) 

 Administrasi Umum Perangkat Daerah 231.219.127 322.005.019 90.785.892 

  Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

7.929.596 7.929.596 0 

  Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

57.927.193  58.188.421 261.228 

  Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.129.766 7.167.406 37.640 

  Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

48.784.426 48.784.426 (23.734.426) 

  Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi SKPD 

109.448.146 223.669.596 114.221.450 

 Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

94.505.677 94.505.677 0 

  Pengadaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

 94.505.677 94.505.677 0 

 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

307.156.378 268.686.883 (38.469.495) 

  Penyediaan Jasa Surat Menyurat 350.000 350.000 0 

  Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

   133.860.378 92.578.883 (41.281.495) 

  Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 
Kantor 

   172.946.000 175.758.000 2.812.000 

 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

2.812.000 78.482.751 (40.000) 

  Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 
Kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan  

44.072.751 44.072.751 0 

  Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 
Lainny 

34.450.000 34.410.000 (40.000) 

  Belanja Pemeliharaan Bangunan 
Gedung-Bangunan Gedung Tempat 
Kerja-Bangunan Gedung Kantor 

198.875.000 198.875.000 0 

      Sumber: DPPA Tahun 2023 
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Instrumen Pendukung Capaian Kinerja 

Selain anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki beberapa instrumen 

pendukung berupa aplikasi yang membantu mempercepat pencapaian 

target kinerja diantaranya: 

1. OSS (Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik) 

OSS Indonesia merupakan aplikasi untuk membantu pelaku usaha 

memproses perizinan berusaha dalam genggaman yang dikembangkan 

dan dikelola oleh Lembaga OSS Kementerian Investasi/BKPM. 

Gambar 2.1  

Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) 

 

 

 

 

 

 

 

               

                   Sumber: https://oss.go.id 

 

2. SiCantik 

SiCANTIK merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan 

Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud yang dapat 

digunakan oleh instansi pemerintah secara GRATIS. SiCANTIK 

sendiri merupakan aplikasi berbasis web yang terintegrasi dengan 

Online Single Submission (OSS) untuk perijinan berusaha maupun 

layanan lain yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). 

 

 

https://oss.go.id/
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Gambar 2.2 SiCANTIK Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu 

untuk Publik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung) 

SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan 

untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, 

SBKBG, RTB, dan Pendataan disertai dengan informasi terkait 

penyelenggaraan bangunan gedung. 

 

Gambar 2.3 SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan 

Gedung) 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi 

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan 

pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku 

kepentingan. dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang diukur dari 

sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja melalui laporan 

kinerja instansi pemerintah. 

Laporan Kinerja 2023 ini menyajikan pengukuran capaian indikator 

kinerja sasaran strategis untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Indikator 

kinerja yang diukur adalah sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen 

Perjanjian Kinerja. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah 

membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan 

dengan realisasi kinerja (performance result) yang telah dicapai. Pengukuran 

Laporan Kinerja 2023 mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel 

berikut:   

Tabel: 3.1 Skala Nilai Perangkat Daerah 

No Interval Nilai Realisasi Kinerja Kriteria Penilaian Realisasi 
Kinerja 

1 91 ≤ 100 Sangat Tinggi 

2 76 ≤ 90 Tinggi 

3 66 ≤ 75 Sedang 

4 51 ≤ 65 Rendah 

5 ≤ 50 Sangat Rendah 

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017  

 

3.1 . Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu 

Pada tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat telah melaksanakan seluruh 

program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan 
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Perjanjian Kinerja terdapat 2 (dua) sasaran yang dicapai yang tersaji dalam 

tabel berikut ini: 

 

Tabel: 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2023 

No Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Target Realisasi Capaian 
(%) 

Peringkat 
Kinerja 

Ket 

1 
 

Meningkatnya 
nilai investasi 
PMA dan PMDN 

Realisasi 
penanaman 
modal (Jumlah 
realisasi nilai 
investasi PMDN 
dan PMA) 

6,7 T 3.730.442.
195.540 

55,68 % Rendah 
 

Berdasarkan 
target 

Renstra 

 Capaian sasaran strategis 1 55,68 %   

2 Meningkatnya 
nilai investasi 
PMA dan PMDN 

Realisasi 
penanaman 
modal (Jumlah 
realisasi nilai 
investasi PMDN 
dan PMA) 

3,09 T 3.730.442.
195.540 

120,71 % Sangat 
Tinggi 

Berdasarkan 
Target 

Sebaran 
Nasional 

untuk 
Kabupaten 

Kotawaringin 
Barat 

 Capaian sasaran strategis 1 120,71 %   

2 Meningkatnya 
pelayanan 
perizinan 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
(IKM) atas 
Layanan 
Perizinan dan 
Nonperizinan 
 

84 95,28 113,96% Sangat 
Tinggi 

Berdasarkan 
target 

Renstra 

  Capaian sasaran strategis 2 113,96 %   

Sumber: Data diolah  

 

3.2 . Analisis Capaian Kinerja 

Adapun hasil pengukuran dan capaian kinerja sasaran strategis 

diuraikan dibawah ini: 

Sasaran: Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN target 

kinerja sebesar 6.700.000.000.000 Triliun dan realisasi kinerja 

sebesar 3.730.442.195.540 Triliun dengan capaian kinerja 

sebesar 55,68 % atau rendah. 

1 
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Sedangkan Target nasional untuk Kabupaten Kotawaringin Barat 

sebesar Rp.3.091.410.420.000,-.Triliun sehingga capaian kinerja 

diperoleh sebesar 120,71 %. 

 

Berdasarkan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah nomor 

570/136/B.IV/DPMPTSP-2023 tanggal 20 Maret 2023 perihal target Realisasi 

Investasi Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023. 

Surat tersebut sebagai tindak lanjut Rapat perkembangan Konsolidasi Data 

Realisasi Penanaman Modal di Direktorat Wilayah II dengan peserta dari 

DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten Kota di Wilayah DKI Jakarta, DI 

Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, 

Kalimantan Selatan dan Jambi Pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 di 

Bandung, Jawa Barat, bahwa target realisasi investasi/BKPM RI yang 

diturunkan untuk Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 16,09 

Triliun. Berdasarkan surat tersebut mencantumkan realisasi investasi untuk 

Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp. 3,09 Triliun. 

Berdasarkan target Renstra, capaian kinerja realisasi investasi sebesar 

55,68 % dengan kategori rendah namun jika berdasarkan target sebaran 

nasional capaian kinerja sangat tinggi yakni sebesar 120,71 %. 

Target Renstra tidak tercapai karena target terlalu tinggi. Realisasi 

investasi Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2022 mengalami 

peningkatan secara signifikan yakni Rp. 12,61 Triliun dengan capaian sebesar 

182,83 % yang disebabkan adanya akumulasi pelaporan dari pelaku usaha 

karena selama tiga tahun pandemi tidak melaporkan kegiatan usahanya. Hal 

tersebut yang menyebabkan target Renstra dari tahun 2023 sampai dengan 

tahun 2026 mengalami peningkatan. Sedangkan realita yang ada di lapangan 

banyak faktor yang menyebabkan sulitnya mencapai target yang telah 

ditetapkan Renstra. 

 Keberhasilan sasaran strategis 1 (satu) diukur dengan 1 (satu) 

indikator, dengan uraian sebagai berikut:  



 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 

         DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

         KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

31 

 Indikator Kinerja : Realisasi penanaman modal (Jumlah realisasi nilai 

investasi PMDN dan PMA. 

 

Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2023 dengan 

target indikator kinerja 1 yang tersaji dalam tabel berikut ini : 

 

Tabel: 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2023 

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian 
Realisasi penanaman 
modal (Jumlah realisasi 
nilai investasi PMDN dan 
PMA 

Triliun 6.7 3.7 55,68% 

Sumber: Data diolah 

 

Dari tabel di atas, jika capaian kinerja tersebut dibandingkan 

dengan tahun lalu dan beberapat tahun terakhir selama masa periode 

Renstra maka dapat ditunjukkan dengan tabel berikut ini: 

 

Tabel: 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja 

Tahun 2023  Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir 

       Sumber: Data diolah 

 

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 

dengan target jangka menengah Renstra Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu disajikan pada tabel berikut ini: 

Indikator 

Kinerja 

Realisasi Kinerja 

 

Capaian Kinerja 

 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

Realisasi 

penanaman 

modal 

(Jumlah 

realisasi nilai 

investasi 

PMDN dan 

PMA 

6.
07

8.
33

3 

6.
91

1.
04

4 

3.
70

2.
94

5 

12
.6

17
.3

05
 

3.
73

0.
44

2.
19

5.
54

0 
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,9

9 

10
4,

59
 

54
,8

4 
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55
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8 
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Tabel: 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 

dengan Target Jangka Menengah Renstra  

Indikator 
Kinerja 

Target  Kinerja Renstra Realisasi Kinerja sd Tahun  

 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026 

Realisasi 
penanaman 
modal 
(Jumlah 
realisasi 
nilai 
investasi 
PMDN dan 
PMA 

6,7 T  6,8 T 6,9 T 7 T 3.730.442.
195.540 

- - - 

           Sumber: Data diolah  

Dari capaian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa target akhir 

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Kotawaringin Barat “Tidak Tercapai” dan capaian masuk 

kategori rendah. Meskipun demikian untuk target nasional capaian 

kinerja “Tercapai’’ sebesar 120,7 % dari target realisasi investasi 

nasional yang ditetapkan untuk Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 

Rp.3.091.410.420.000,-.Triliun dan capaian masuk kategori sangat 

tinggi. 

  Investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat memegang peran yang 

cukup penting dalam mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi 

Kabupaten Kotawaringin Barat. Selama kurun waktu dua tahun terakhir, 

jumlah investor yang menanamkan modalnya menunjukkan kondisi yang 

fluktuatif. Tentunya kondisi ini perlu menjadi perhatian serius, dan 

dibutuhkan langkah dan strategi yang jitu, terutama upaya promosi dan 

kemudahan dalam pengurusan perizinan, untuk menarik minat para 

investor untuk menanamkan modalnya di Daerah Kotawaringin Barat. 

Kegiatan promosi merupakan bagian dari pemasaran, dimana 

keberhasilannya sangat ditentukan oleh akurasi data produk unggulan 

yang menjadi peluang investasi yang ditawarkan, besarnya biaya yang 

dikeluarkan calon investor dalam memproses perizinan, ketersediaan 
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bahan baku, keamanan, kemudahan akses pasar tujuan ekspor serta 

ketersediaan infrastruktur jalan, listrik dan air. Selanjutnya yang perlu 

diperhatikan adalah data yang terkait produk, harga dan tempat peng-

identifikasian serta pengemasannya untuk di publikasikan kepada calon 

investor. 

Lemahnya data base yang dimiliki oleh instansi teknis atau 

sektoral di daerah dan tidak valid, merupakan salah satu kelemahan 

dalam publikasi dan promosi yang harus segera diatasi oleh Pemerintah 

Daerah. Karena sebaik apapun rencana promosi yang dipersiapkan, dan 

seindah apapun pengemasan bahan promosi dibuat dan dicetak, tidak 

akan mampu menarik minat calon investor.  Untuk itu, langkah dasar 

yang perlu dilakukan daerah, sebelum berpromosi adalah 

penyempurnaan data base peluang investasi daerah. 

Pemerintah telah berupaya seoptimal mungkin untuk melakukan 

reformasi, yang terlihat dari banyaknya aturan yang telah diberlakukan, 

termasuk aturan terkait pembentukan kelembagaan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu. Kelembagaan ini dibentuk dengan harapan untuk memenuhi 

keinginan masyarakat dalam proses perizinan, perbaikan pelayanan 

publik dan peningkatan iklim investasi melalui peningkatan kualitas 

pelayanan perizinan. Upaya yang dilakukan pemerintah ini, tidaklah serta 

merta dapat berjalan seperti yang diharapkan.  Karena upaya ini 

menyangkut pendelegasian kewenangan dalam penyelenggaraan 

perizinan. 

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam upaya 

penyederhanaan penyelenggaraan perizinan ini telah menerbitkan 

Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 38 Tahun 2023 tanggal 24 

November 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin 

Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan 

Penyelenggraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Nonperizinan di 

Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat.  
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Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat memberikan 

kemudahan kepada pelaku usaha baik calon pemilik perusahaan dan 

investor untuk mengajukan permohonan izin kepada Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Sistem Perizinan 

Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) 

yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS didelegasikan 

kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

kabupaten Kotawaringin Barat. Dengan adanya layanan program OSS 

(Online Single Submission) ini dapat mempermudah masyarakat dalam 

mengurus perizinan berusaha. Saat ini mengurus izin sudah didukung 

dengan teknologi informasi sehingga ketepatan, kecepatan, dan 

kapasitas penyelesaian semua izin menjadi lebih baik. 

Pada sistem OSS ini investor mengajukan permohonan perizinan 

berusaha ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu. Seluruh data perizinan berusaha yang ditujukan kepada 

Kementerian/Lembaga/Pemerintah berada dalam satu sistem yeng 

bernama OSS (One Single Submission). Data investor yang sudah 

teregistrasi selanjutnya dapat digunakan untuk mengurus perizinan 

sehingga tidak perlu melakukan registrasi ulang saat mengurus perizinan 

lain. Bahkan investor tidak harus datang ke Kementerian teknis untuk 

menyerahkan dokumen, tetapi dapat mendaftar secara online. Hadirnya 

kebijakan ini cukup meningkatkan kepercayaan investor dalam 

menanamkan investasinya. 

Pada Tahun 2022 total perizinan dan nonperizinan yang 

diterbitkan sebanyak 7.628 izin. Pada Tahun 2023 total perizinan dan 

nonperizinan yang diterbitkan sebanyak 10.041 izin. Hal ini bisa dilihat 

berdasarkan diagram di bawah ini : 
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Diagram 3.1 Diagram Jumlah Izin Terbit 

 

 

 

Diagram 3.1. Jumlah Izin Terbit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan diagram di atas jumlah izin terbit di tahun 2023 

mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Artinya, dari tahun ke 

tahun animo pelaku usaha dalam mengurus izin semakin bertambah. 

Peningkatan jumlah izin terbit tersebut juga bisa disebabkan oleh 

semakin meningkatnya kesadaran masyarakat sebagai pelaku usaha 

tentang pentingnya mengurus izin untuk kegiatan usaha atau pun untuk 

keperluan izin lainnya. 

Jumlah izin dan nonperizinan yang diterbitkan tersebut, tentunya 

bukanlah menjadi satu-satunya indikator keberhasilan di dalam 

mendorong tumbuhnya investasi daerah. Untuk itu, perlu upaya secara 

sistematis dan komprehensif dalam penyelenggaraan pelayanan 

perizinan. Banyak unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan 

perizinan, mulai dari aspek manusianya, sarana dan prasarana sampai 

pemanfaatan teknologi informatika. Unsur inilah yang harus menjadi 

perhatian pemerintah dalam penyelenggaraan perizinan jika ingin 

meningkatkan daya saing daerah dalam mendorong minat investor untuk 

berinvestasi. 
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Adapun analisis penyebab kendala yang menghambat tercapainya 

kinerja adalah sebagai berikut : 

1. Adanya beberapa pelaku usaha yang belum memahami perubahan 

sistem OSS Versi 1.1 ke OSS-RBA sehingga mempengaruhi proses 

pelaporan LKPM Online. 

2. Ada beberapa pelaku usaha yang sudah melaporkan nilai realisasi 

investasi pada LKPM Online, namun pelaporan tersebut belum 

disetujui oleh BKPM sehingga nilai realisasi tersebut tidak dapat 

dihitung. 

3. Kurang tertibnya pelaku usaha dalam melaporkan LKPM Online 

sesuai periode pelaporan. 

4. Adanya perubahan regulasi dalam hal kewajiban pelaku usaha 

melaporkan LKPM Online yang saat ini dimulai pada skala usaha 

kecil dengan nilai investasi dimulai pada 1 Miliar keatas. Sedangkan 

pada regulasi sebelumnya, skala usaha kecil dimulai dari nilai 

investasi sebesar 50 juta dan sudah diwajibkan untuk melaporkan 

LKPM Online. 

 

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa capaian sasaran strategis 1 ini 

tidak tercapai kinerjanya. Adapun strategi dan upaya perbaikan yang 

perlu dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Menyusun strategi kegiatan promosi dan pengembangan investasi 

untuk tahun anggaran berikutnya.  

2. Melaksanakan pengawasan lebih intensif bagi Penanaman Modal 

Dalam Negeri (PMDN) yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan 

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dengan memberikan 

sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku. 

3. Memfasilitasi penyusunan Kebijakan Daerah (Peraturan Bupati) 

mengenai pemberian fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman 

Modal. 

4. Melaksanakan upaya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan 

Pemberian Fasilitas/ Insentif Daerah. 
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5. Melaksanakan upaya evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ 

Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. 

6. Melaksanakan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan 

Nonperizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ 

Kota. 

7. Selalu membangun paradigma investasi berbasis lahan menjadi 

berbasis tata ruang, melalui upaya mengoptimalkan ruang yang 

tersedia tanpa melanggar ketetapan penggunaan yang berlaku. 

8. Memperbaiki intensitas koordinasi antara pemangku kebijakan 

Penanaman Modal dengan Pelaku usaha, melakukan pendampingan 

pelaporan LKPM secara lebih riil sesuai dengan kegiatan 

perusahaan. 

9. Mengirimkan surat  pemberitahuan pada pelaku usaha setiap periode 

pelaporan agar lebih tepat waktu dalam penyampaian pelaporan 

LKPM. 

 

Sasaran: Meningkatnya pelayanan perizinan target kinerja 

sebesar 84 dan realisasi kinerja sebesar 95,28 dengan capaian 

kinerja sebesar 113,96 % atau sangat tinggi. 

Keberhasilan sasaran strategis 2 (dua) diukur dengan 1 (satu) 

indikator, dengan uraian sebagai berikut:  

 Indikator Kinerja : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan 

perizinan dan nonperizinan 

 

Perbandingan antara realisasi kinerja pada tahun 2023 dengan 

target indikator kinerja 2 yang tersaji dalam tabel berikut ini: 

 

Tabel: 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja 2023 

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian 

Indeks Kepuasan Masyarakat 
(IKM) atas layanan perizinan dan 
nonperizinan 

% 84 95,28 113,96 

Sumber: Data diolah 

2 
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Dari tabel di atas, jika capaian kinerja tersebut dibandingkan dengan 

tahun lalu dan beberapat tahun terakhir selama masa periode Renstra 

maka dapat ditunjukkan dengan tabel berikut ini: 

 

Tabel: 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja 
Tahun 2023  Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir 

 
Indikator 
Kinerja 

Realisasi Kinerja Capaian Kinerja 

 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
(IKM) atas 
layanan 
perizinan 
dan 
nonperizinan 

89,91 92,02 90,01 90,78 84 99,90 96,86 93,76 91,70 113,96 

             Sumber: Data diolah 

 

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 

dengan target jangka menengah Renstra Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu disajikan pada tabel berikut ini:  

 

Tabel: 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 
dengan Target Jangka Menengah Renstra  

 
Indikator 
Kinerja 

Target  Kinerja Renstra Realisasi Kinerja sd Tahun 2022 

 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026 

Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat 
(IKM) atas 
layanan 
perizinan 
dan 
nonperizinan 

84 85 86 87 95,28 - - - 

           Sumber: Data diolah 
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Dari capaian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa target akhir Renstra 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Kotawaringin Barat “Tercapai”.  

 

Berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan 

sebanyak 2 (dua) kali di tahun 2023 yaitu semester I dan semester II, 

kondisi permasalahan atau kekurangan dari unsur pelayanan terdiri dari 

waktu penyelesaian pelayanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat 

karena masih bergantung dengan dinas teknis terkait dan persyaratan 

pelayanan masih dianggap sulit dan belum terbuka. Namun secara 

keseluruhan nilai layanan dan per unsur layanan masih dalam mutu 

pelayanan A. Secara umum kualitas layanan di Dinas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat 

dipersepsikan baik oleh masayarakat. Meskipun unsur-unsur pelayanan 

baik sehingga perlu dipertahankan dan ditingkatkan lagi dan unsur yang 

kurang baik perlu perbaikan lagi. 

 

Adapun analisis penyebab tercapainya kinerja adalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan penunjang sarana dan prasarana seperti tersedianya 

ruang bermain anak, ruang pengaduan, smooking room dan 

disediakan komputer bagi masyarakat yang akan melakukan layanan 

mandiri di ruang pelayanan, karena tanpa disadari atau tidak 

peningkatan penunjang sarana dan prasarana mempercepat 

sekaligus meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik. 

2. Melayani secara profesional dan sepenuh hati serta memberikan 

pelayanan terbaik untuk masyarakat dengan selalu menerapkan 

moto 5 S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun). 

3. Responsif terhadap setiap permasalahan dengan menyediakan 

fasilitas pengaduan berupa kotak saran/ pengaduan, nomor telepon 

yang yang bisa dihubungi, email dan terhubung dengan aplikasi 

SP4N LAPOR serta ruang pengaduan yang disediakan untuk 

menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. 
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Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Optimalisasi sistem penyelenggaraan pelayanan penanaman modal 

dan PTSP secara online. 

2. Peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan 

secara bertahap dan berkelanjutan. 

3. Mengupayakan penyenggaraan Mal Pelayanan Publik sebagai 

representasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan 

yang semakin berkualitas (penyederhanakan aturan-aturan dalam 

pengurusan perizinan serta kemudahan dalam berinvestasi). 

4. Mengupayakan peningkatan secara terus menerus mutu pelayanan 

melalui Implementasi Standar Mutu. 

5. Perbaikan berkelanjutan sarana dan prasarana /infrastruktur 

pelayanan publik (Sistem Perizinan Online Daerah, lokasi dan tempat 

layanan serta media publikasi). 

6. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, aparat Desa/Kelurahan 

dan Kecamatan maupun pelaku usaha terkait permohonan perizinan 

berusaha maupun perizinan non berusaha yang pengajuan 

permohonan perizinannya melalui aplikasi. 

7. Melaksanakan sosialisasi terhadap Peraturan terkait dan standar 

pelayanan (SP) Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan. 

8. Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM JF 

Penata Perizinan baik dengan mengikutsertakan pada kegiatan 

Bimtek serta kegiatan diluar kedinasan. 

Adapun analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan 

adalah sebagai berikut:  

1. Memudahkan, mempercepat masyarakat pada umumnya dan pelaku 

usaha khususnya agar dapat melakukan kegiatan usahanya dengan 

proses perizinan secara online. Melakukan pendampingan pelaporan 

LKPM secara lebih riil sesuai sesuai dengan kegiatan perusahaan. 

2. Optimalisasi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

(SPBE ) guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, 
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akuntabel, berkualitas dan terpercaya sehingga tingkat kepuasan 

masyarakat meningkat. 

3. Penyelenggaraan in-house training dan bimbingan teknis peningkatan 

kapasitas SDM secara konsisten. 

4. Adanya petugas yang mendampingi masyarakat/pelaku usaha dalam 

mengurus  perizinan melalui OSS,SIMBG dan Si Cantik karena tidak 

semua masyarakat/pelaku usaha mengerti tentang perizinan secara 

online. 

5. Adanya Layanan secara daring melalui Hallo PTSP yang dilakukan 

melalui layanan whatsapp di nomor 081352037700 (layanan di jam 

kerja) untuk memberi kemudahan kepada masyarakat untuk 

mendapatkan informasi, konsultasi dan perbantuan perizinan 

berusaha, perizinan dan non perizinan. 

6. Membuka Gerai layanan OSS RBA pada kegiatan-kegiatan 

DPMPTSP pada saat Kobar Exspo 2023 di Pangkalan Bun Park. 

7. Membuka Layanan OSS RBA dan perizinan diluar OSS RBA di 6 

Kecamatan (Kecamatan arut Selatan, Kecamatan Pangkalan Banteng, 

Kecamatan Pangkalan Lada, Kecamatan Arut Utara, Kecamatan 

Kumai dan Kecamatan Kotawaringin Lama) tahun 2023. 

8. Melaksanakan koordinasi dengan Tim Teknis PTSP terkait Perizinan 

dan nonperizinan. 

9. Mendampingi Tim Teknis PTSP dari Dinas Teknis untuk survey 

lapangan terkait permohonan perizinan dan nonperizinan. 

 

3.3 . Perbandingan Capaian Kinerja Dengan Standar Nasional 

Dari beberapa indikator kinerja, capaian kinerja yang dapat di sandingkan 

dengan target/standar nasional adalah: 
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Tabel: 3.9 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Standar Nasional 

Indikator 

Kinerja 

Realisasi Renstra Capaian 

Kinerja 

 

Realisasi 

Provinsi 

Capaian 

Kinerja 

Provinsi 

Realisasi 

Kementerian 

Investasi/Badan 

Koordinasi 

Penanaman 

Modal (BKPM) 

Capaian Kinerja 

Kementerian 

Investasi/Badan 

Koordinasi 

Penanaman 

Modal (BKPM) 

Realisasi 

Investasi 

PMA dan 

PMDN 

(Rp. Juta) 

3.730.442.195.540 55,68 % 19,10 

triliun 

rupiah 

118,7 % 1.418,9 triliun 

rupiah 

101,3 % 

 

 Kontribusi realisasi investasi Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap 

capaian realisasi investasi Provinsi sebesar 19,37 %. Kontribusi realisasi 

investasi Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap capaian realisasi 

investasi secara nasional sebesar 0,26 %. 

 Perbandingan realisasi kinerja disandingkan dengan Kabupaten 

sekitar. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan daerah sekitar 

Kotawaringin Barat. 

 

Tabel 3.10 Perbandingan realisasi dengan capaian Kabupaten sekitar 
 

Uraian Kotawaringin Barat Kotawaringin Timur Gunung Mas Seruyan 

Realisasi 
Investasi  

3,730 triliun rupiah 5,757 triliun rupiah 1,17 triliun rupiah 900,648 miliar rupiah 

 

Secara umum bila dibandingkan dengan beberapa Kabupaten di Kalimantan 

Tengah maka realisasi investasi di Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 3,73 

triliun rupiah lebih tinggi dari Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan Seruyan, 

namun masih di bawah Kabupaten Kotawaringin Timur. 
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3.4 . Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Analisa efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan 

dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian 

keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari 

perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sesuai dengan  

rumus pengukuran tingkat efisiensi sebagai berikut: 

    

Keterangan:  

E   : Efisiensi 

PAKi : Pagu anggaran keluaran i 

RAKi  : Realisasi anggaran keluaran i 

CKi : Capaian keluaran I  

Analisa efisiensi penggunaan sumber daya pada capaian kinerja 

keuangan dan kinerja indikator kinerja  adalah sebagai berikut: 

 

Tabel: 3.11 Efisiensi Anggaran 2023 

Sasaran Indikator 
Target Kinerja Anggaran 

Efisiensi 
% Target Realisasi 

% 
Capaian 

Target 
(Rp) 

Realisasi 
(Rp) 

% 
Capaian 

Meningkatnya 
pelayanan 
perizinan  

Indeks Kepuasan 
Masyarakat (IKM) 
atas layanan 
perizinan dan 
nonperizinan 

94 95,28 113,96% Rp. 
130.481

.300 

Rp. 
126.311.862 

96,80 3,2 

Total Efisiensi Anggaran 3,2 

Sumber: Data diolah 

 

Berdasarkan tabel efisiensi anggaran tahun 2023 diatas dapat 

diketahui: 

Realisasi anggaran yang digunakan untuk untuk mencapai sasaran 2 

sebesar Rp. 126.311.862,00 dari pagu anggaran sebesar Rp. 

130.481.300,00 atau 96,80%, maka terjadi efisiensi penggunaaan sumber 
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dana dalam mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 4.169.438,00 atau 3,2 

%. 

Dari tabel tersebut di atas, efisiensi dapat dicapai karena mengurangi 

pemborosan dan penyalahgunaan anggaran, memperbaiki proses 

pengadaan barang dan jasa, perencanaan kegiatan sesuai kebutuhan, 

persamaan anggaran yang diusulkan dan yang disetujui, partisipasi 

penyusun anggaran, penggunaan dana yang minimum untuk mencapai hasil 

yang maksimal serta meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap 

penggunaan anggaran oleh pemerintah. 

Selain dari sisi anggaran, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu juga mengembangkan kerja sama Lintas Sektoral. 

Optimalisasi kinerja silang manajemen kolaboratif lintas sektoral merupakan 

salah satu faktor pendukung dalam mencapai target kinerja. Adapun 

kegiatan yang dilaksanakan lintas sektoral adalah sebagai berikut : 

 

Tabel: 3.12 Kegiatan Lintas Sektoral 

No 
Kegiatan Lintas 

Sektoral 
Kontribusi Pihak Lain 

Output Manfaat 
Pihak Kontribusi 

1 Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha, 
Perizinan dan Non 
Perizinan  

Dikbud, PUPR, 
Dinas Perkim, 
Dinas 
Perhubungan, 
Dinas Sosial, 
Dinas 
Peternakan dan 
kesehatan 
hewan, 
Kesbangpol 
 

Fasilitasi Perizinan 
Berusaha, 
Perizinan dan Non 
Perizinan 

Dokumen 
perizinan 
Berusaha, 
Perizinan dan 
Nonperizinan 

Mendukung 
pencapaian 
target kinerja 
Rata-rata survey 
kepuasan 
masyarakat 
terhadap 
kualitas 
pelayanan 
Perizinan dan 
Non perizinan 

Sumber: Data diolah 

 

3.5 . Inovasi dan Penghargaan yang Diraih 

Terkait Inovasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat adalah : 

1. Sosialisasi 
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 Inovasi yang telah dilakukan Dinas Penanaman Terpadu Satu 

Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat diantaranya melaksanakan 

sosialisasi ke setiap kecamatan di Kotawaringin Barat terkait 

perizinan melalui aplikasi Online Single Submition (OSS) dan 

Sicantik Cloud yang mana kegiatan ini bertujuan untuk memberikan 

pengetahuan kepada seluruh aparatur di kecamatan serta 

masyarakat sehingga kepatuhan pengurusan dan administrasi 

perizinan semakin baik kedepannya. 

2. Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan publik 

 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Kotawaringin Barat telah mengadakan mesin antrian 

guna meningkatkan pelayanan terbaik demi kenyamanan 

pengunjung/ masyarakat yang mengurus perizinan di kantor. Selain 

dari pengadaan mesin antrian Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga membangun smooking room 

demi kenyamanan pelayanan perizinan dan merupakan perwujudan 

dari excellent service. Menyediakan fasilitas sarana dan prasarana 

untuk penyandang disabilitas seperti tempat dan jalan parkir, kursi 

roda serta mendahulukan pelayanan bagi mereka. 

3. Layanan Hallo PTSP 

Layanan Hallo PTSP yaitu informasi digital menggunakan 

aplikasi WhatsApp yang dapat dengan cepat memberikan layanan 

informasi secara otomatis kepada masyarakat dan pelaku usaha. 

 

Gambar 3.1 Layanan Hallo PTSP 
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4. LaPer BOSS (Layanan Perizinan Berbasis OSS) 

Laper BOSS merupakan layanan perizinan berbasis OSS 

untuk pelaku UMKM dengan output NIB (Nomor Induk Berusaha) 

yang dilakukan secara on site/ langsung. Layanan ini tersedia di 

event-event besar seperti Kobar Expo, Temu Usaha, kunjungan 

ke Kecamatan, dan lain-lain. 

 

Gambar 3.2 LaPer BOSS (Layanan Perizinan Berbasis OSS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. One Day Service 

Membuat inovasi one day service (perizinan 1 hari) bagi 

izin-izin yang tidak memerlukan peninjauan lokasi bisa diterbitkan 

secara langsung tanpa verifikasi dinas teknis. One Day Service 

mempercepat proses pelayanan perizinan khususnya untuk izin  

pengumpulan uang dan barang, surat keterangan penelitian, NIB 

(Nomor Induk Besar/ Izin Usaha), Perizinan Tenaga Kesehatan di 

Fasilitas Kesehatan. 

6. Inovasi Peta Potensi Investasi Melalui Web DPMPTSP 

       Peta potensi investasi melalui web DPMPTSP sebagai 

sarana untuk mengumpulkan dan mengolah data potensi seluruh 

Kabupaten/ Kota se-Kotawaringin Barat dan sebagai media 
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informasi resmi terkait potensi dan peluang investasi juga 

memberikan kemudahan kepada para investor memperoleh 

informasi potensi dan peluang investasi serta memberikan 

visualisasi ketersediaan data potensi dan peluang investasi secara 

nasional. 

Gambar 3.3 Peta Potensi Investasi Melalui Web DPMPTSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Penghargaan dari Ombudsman RI 

Piagam penghargaan dari Ombudsman RI dilakukan sebagai 

bentuk apresiasi terhadap pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat 

yang berhasil  memenuhi penilaian kepatuhan standar pelayanan publik 

dan mendapatkan zona kepatuhan tinggi (zona hijau) dan Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Kotawaringin Barat telah menunjukkan komitmen tinggi untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

                    Gambar 3.4 Gambar penghargaan dari Ombudsman 
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3.6 . Realisasi Keuangan 

Untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2023 Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Kotawaringin Barat menganggarkan Belanja Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar Rp. 

6.647.198.000 pada anggaran murni dan setelah perubahan pada Anggaran 

Perubahan (DPPA) menjadi sebesar Rp. 6.759.020.000 Penyerapan 

anggaran sampai dengan Triwulan IV adalah sebesar Rp. 6.412.698.796 

atau sebesar 94,88%.  Data anggaran dan realisasi DPPA Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Kotawaringin Barat untuk tahun anggaran 2023 sebagai berikut : 

 

Tabel: 3.13 Realisasi Anggaran Tahun 2023 

No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 
Capaian 

% 

1 Belanja Operasional    

 - Belanja Pegawai 4.571.628.195 4.402.152.323 96,29 

 - Belanja Barang/Jasa    1.894.011.128 1.720.722.817 90,85 

2 Belanja Modal    

 - Belanja Peralatan & Mesin 94.505.677 93.931.250 99,39 

 - Belanja Gedung & 
Bangunan 

198.875.000 195.892.406 98,50 

TOTAL 6.759.020.000 6.412.698.796 94,88 

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2023 
 

Untuk rincian realisasi keuangan per kegiatan disajikan dalam tabel 

sebagai berikut: 

 

Tabel: 3.14 Rincian Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2023 

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran 
(Rp) 

Realisasi (Rp) Capaian (%) 

Program Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

5.746.733.367  5.529.026.473  96,21 

 Perencanaan, Penganggaran dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

93.775.608 87.564.132 93,38 

  Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

44.322.608 39.316.820 88,71 
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Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran 
(Rp) 

Realisasi (Rp) Capaian (%) 

  Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 
RKA-SKPD 

2.497.250 1.297.250 51.95 

  Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD 

2.505.500 2.505.500 100 

  Koordinasi dan Penyusunan DPA-
SKPD 

2.497.250 2.497.250 100 

  Koordinasi dan Penyusunan 
Perubahan DPA-SKPD 

1.752.500 1.750.500 100 

  Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKP 

37.698.900 37.693.212 99,98 

  Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.501.600 2.501.600 100 

 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 4.622.566.429 4.452.152.323 96,29 

  Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.571.628.195 4.402.152.323 96,29 

  Pelaksanaan Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

8.865.000 8.865.000 100 

  Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD 

40.574.984 40.401.625 99,57 

  Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Bulanan/Triwulanan/ 
Semesteran SKPD 

1.498.250 1.498.250 100 

 Administrasi Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

67.836.000 54.517.560 80,37 

  Pengadaan Pakaian Dinas beserta 
Atribut Kelengkapannya 

19.800.000 19.800.000 100 

  Bimbingan Teknis Implementasi 
Peraturan Perundang-Undangan 

48.036.000 34.717.560 72,27 

 Administrasi Umum Perangkat Daerah 322.005.019 308.119.330  95,69 

  Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

7.929.596 7.929.472 100 

  Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

58.188.421 58.187.901 100 

  Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.167.406 7.167.333 100 

  
Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

25.050.000 
 

25.050.000 
 

100 

  Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi SKPD 

223.669.596 209.784.624 93,79 

 Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

94.505.677 233.258.500 98,76 

  Pengadaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

94.505.677 93.931.250 99,39 

 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

268.686.883 259.711.847 96,66 

  Penyediaan Jasa Surat Menyurat 350.000 - - 
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Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran 
(Rp) 

Realisasi (Rp) Capaian (%) 

  Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

92.578.883 88..993.890 96,13 

  Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 
Kantor 

175.758.000 170.717.957 92,30 

 Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

277.357.751 272.265.156 97,13 

  Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 
Kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan  

44.072.751 41.962.750 95,21 

  Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

34.410.000 34.410.000 100 

   Belanja Pemeliharaan Bangunan 
Gedung-Bangunan Gedung Tempat 
Kerja-Bangunan Gedung Kantor 

198.875.00 195.892.406 98,50 

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM 
PENANAMAN MODAL 

156.834.012 127.231.052 81,12 

 Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif 
Dibidang Penanaman Modal yang menjadi 
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota 

129.334.012 99.736.052 77,12 

  Penetapan Kebijakan Daerah 
mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif 
dan Kemudahan Penanaman Modal  

129.334.012 99.736.052 77,12 

 Pembuatan Peta Potensi Investasi 
Kabupaten/ Kota 

27.500.000 27.495.000 99,69 

  Penyediaan Peta Potensi dan Peluang 
Usaha Kabupaten/Kota 

27.500.000 27.495.000 99,64 

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN 
MODAL 

229.931.321 213.928.390 99,98 

 Penyelenggaraan Promosi Penanaman 
Modal yang menjadi Kewenangan Daerah 
Kabupaten/ Kota  

229.931.321 213.928.390 93,04 

  Pelaksanaan Kegiatan Promosi 
Penanaman Modal Daerah 
Kabupaten/Kota 

229.931.321 213.928.390 93,04 

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN 
MODAL 

130.481.300 126.311.862 96,80 

 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 
secara Terpadu Satu Pintu dibidang 
Penanaman Modal yang menjadi 
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota  

130.481.300 126.311.862 96,80 

  Penyediaan Pelayanan Terpadu 
Perizinan dan Nonperizinan berbasis 
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi secara Elektronik  

52.620.800 51.693.112 98,24 

  Pemantauan Pemenuhan Komitmen 69.471.000 66.229.700 95,33 
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Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran 
(Rp) 

Realisasi (Rp) Capaian (%) 

Perizinan dan Non Perizinan 
Penanaman Modal  

  Penyediaan Layanan Konsultasi dan 
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 
terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan 
dan Non Perizinan  

8.389.500 8.389.050 99,99 

Program Pengendalian Pelaksanaan 
Penanaman Modal 

450.500.000 371.774.707   82,52 

 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman 
Modal yang menjadi Kewenangan Daerah 
Kabupaten/ Kota  

50.500.000 371.774.707   82,52 

  Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pemantauan Pelaksanaan Penanaman 
Modal 

0 0 0 

  Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pembinaan Pelaksanaan Penanaman 
Modal  

372.955.000 299.713.707 80,36 

  Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pengawasan Pelaksanaan Penanaman 
Modal  

77.545.000 72.061.000 92,93 

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN 
SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL  

44.540.000 44.426.312 99,74 

 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan 
dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada 
Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota  

44.540.000 44.426.312 99,74 

  Pengolahan, Penyajian dan 
Pemanfaatan Data dan Informasi 
Perizinan dan Non Perizinan Berbasis 
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi secara Elektronik  

44.540.000 44.426.312 99,74 

TOTAL 6.759.020.000 6.412.698.796 94,88 
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu 
Pintu 2023 

 
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja keuangan menunjukkan 

bahwa capaian indikator kinerja keuangan tahun 2023 adalah sebesar  

94,88% yang berarti masuk dalam kategori capaian “Sangat Tinggi”.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Hasil laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2023 dapat disimpulkan 

sebagai berikut:   

1. Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun anggaran 2023 

berdasarkan target Renstra sebesar  84,82% dengan peringkat kinerja 

tinggi. Sedangkan berdasarkan target sebaran nasional untuk Kabupaten 

Kotawaringin Barat sebesar 117,34 % dengan peringkat kinerja sangat 

tinggi. 

2. Capaian kinerja keuangan 94,88% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 

6.412.698.796 sehingga masuk dalam  peringkat kinerja sangat tinggi. 

Beberapa hambatan/permasalahan yang dihadapi Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat dalam 

rangka pencapaian sasaran strategis Renstra dan pelaksanaan Program, 

Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut: 

1. Prosedur perijinan selalu mengacu pada kaidah waktu dan kaidah teknis 

prosedur perijinan sangat linear sehingga memerlukan waktu sangat 

panjang dan prosesnya cukup rumit; 

2. Biaya tarif retribusi (PBG) masih dianggap cukup mahal; 

3. Masih kurangnya anggaran untuk meningkatkan sarana dan prasarana 

guna menunjang peningkatan pelayanan publik sesuai standard dari 

Kemenpan RB; 

4. Kurangnya jumlah SDM dan tenaga terampil yang memiliki keahlian khusus 

terhadap kinerja Bidang Penanaman Modal dan PTSP, misalnya ahli 

komputer, ahli dalam bidang pengelolaan database dan lain-lain. 

5.   Rendahnya minat investor PMA dan PMDN. 

6.   Kurangnya sosialisasi dan promosi investasi. 

7.   Belum optimalnya pengawasan dan evaluasi PMA dan PMDN. 

8.   Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang teknologi informasi terhadap 
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      pelayanan perijinan secara online. 

9. Investasi masih tergantung ketersedian Sumber Daya Alam (SDA). 

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat pada masa mendatang  

maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berupaya 

untuk melakukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Meningkatkan sosialisasi, fasilitasi dan pembinaan pada Perusahaan baik 

PMA maupun PMDN; 

2. Meningkatkan disiplin, etos kerja dan kualitas Sumber Daya Manusia 

(SDM). 

3. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan memaksimalkan segala 

sumber daya yang ada; 

4. Melakukan sosialisasi terkait perizinan dan peraturan Perundang -

undangan;  

5.  Meningkatkan promosi dan minat investor guna mendorong pertumbuhan 

ekonomi melalui investasi yang signifikan; 

6. Memberikan kemudahan, kecepatan , keterjangkauan kemanan dan 

kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dengan 

membangun Mal Pelayanan Publik (MPP). 

7. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik sesuai 

standar; 

8.  Menyelenggarakan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, 

kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses kelengkapan sarana 

dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin; 

9.   Melibatkan seluruh aparatur untuk berperan serta dalam rangka penerapan 

prinsip-prinsip Good Governance; 

9. Melaksanakan pengembangan aplikasi secara bertahap guna 

meningkatkan informasi promosi dan sistem informasi pelayanan; 

10.  Mengirimkan/ mengikutsertakan secara bertahap Pejabat dan staf Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten 

Kotawaringin Barat dalam pendidikan dan pelatihan teknis yang dapat  
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meningkatkan kompetensi kinerja pegawai dan menambah jumlah 

personel/pegawai guna peningkatan pelayanan. 

 

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Kotawaringin 

Barat ini disusun, semoga bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

 

 

 

Pangkalan Bun, 29 Februari 2023 
 

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL 
DAN PELAYANAN TERPADU SATU 

PINTU 
 
 
 

Ir. KAMALUDIN, M.Si 
NIP. 19650105 199403 1 010 
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LAMPIRAN - LAMPIRAN 

 

 

 









































































































































































TW I TW II TW III TW IV 

Jumlah Investor Berskala 

Nasional  (PMA/PMDN ) 

- PMDN Perusahaan 53 51 66 72

- PMA Perusahaan 13 14 14 13

Jumlah Proyek

- PMDN Proyek 96 106 168 190

- PMA Proyek 27 32 26 25

- PMDN Rp 505.016.100.000          193.657.000.000      115.365.300.000    216.054.000.000    1.030.092.400.000,00      

- PMA Rp 1.317.760.000.000       694.682.400.000      655.391.360.000    32.516.035.540      2.700.349.795.540,00      

TOTAL REALISASI INVESTASI 1.822.776.100.000     888.339.400.000    770.756.660.000  248.570.035.540  3.730.442.195.540,00   

Rasio daya serap tenaga Kerja

- TKI Orang 1.175                           1.929                       368                        1.205                     4.677                               

- TKA Orang 4                                  3                              6                            2                            15                                   

Sumber : sebaran realisasi investasi provinsi Kalteng

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Sutan Syahrir No. 2 B Telpon (0532) 28064 / Fax (0532) 23057

Jumlah 

Perusahaan yang 

aktif (dalam 

pelaporan lkpm) di 

Kobar

Jumlah Investasi Berskala Nasional 

Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74112
Website : dpmptsp.kotawaringinbaratkab.go.id Email : dpmptspkobar@gmail.com

SEKTOR PENANAMAN MODAL 

Keterangan Satuan

TAHUN  2023

TOTAL KET 

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP 
Kabupaten Kotawaringin Barat,

Ir. H. KAMALUDIN, M.Si
Pembina Utama Muda IV/c

NIP. 19650105 199403 1 010



LAMPIRAN 1

LAMPIRAN 1

(%) (%) (%)

1 2 3=4+8+12+16 4 5 6=5/4*100 7 8 9 10=9/8*100 11 20=5+9+13+17 21=(20/3)*100 22

A
PROGRAM PENUNJANG 
URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA

5,746,733,367       5,453,352,690      5,239,202,817      96.07     100.00     293,380,677        289,823,656       98.79     100.00   5,529,026,473      96.21     100.00

I
Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah

93,775,608            93,775,608           87,564,132           93.38     100.00     -                      -                     -         -        87,564,132.00      93.38     100.00

1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 44,322,608            44,322,608           39,316,820           88.71     100.00     39,316,820           88.71     100.00

2 Koordinasi dan Penyusunan 
Dokumen RKA-SKPD 2,497,250              2,497,250             1,297,250             51.95     100.00     1,297,250             51.95     100.00

3 Koordinasi dan Penyusunan 
Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2,505,500              2,505,500             2,505,500             100.00   100.00     2,505,500             100.00   100.00

4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-
SKPD 2,497,250              2,497,250             2,497,250             100.00   100.00     2,497,250             100.00   100.00

5 Koordinasi dan Penyusunan 
Perubahan DPA-SKPD 1,752,500              1,752,500             1,752,500             100.00   100.00     1,752,500             100.00   100.00     

6
Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKP

37,698,900            37,698,900           37,693,212           99.98 100.00     37,693,212           99.98     100.00

7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2,501,600              2,501,600             2,501,600             100.00   100.00     2,501,600             100.00   100.00

II Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 4,622,566,429       4,622,566,429      4,452,917,198      96.33 100.00     4,452,917,198      96.33     100.00

TABEL REALISASI KEUANGAN DAN FISIK APBD PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TEADU SATU PINTU

TAHUN ANGGARAN 2023 PER 31 DESEMBER 2023

No URAIAN PROGRAM/ 
KEGIATAN/SUB KEG PAGU APBD (.)

BELANJA OPERASI BELANJA MODAL

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TABEL REALISASI KEUANGAN DAN FISIK APBD PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PAGU BELANJA 
OPERASI (.)

REALISASI KEUANGAN REAL 
FISIK 
(%)

PAGU 
BELANJA 
MODAL (.)

REALISASI KEUANGAN REAL 
FISIK 
(%)

REALISASI KEUANGAN REAL 
FISIK 
(%)

REALISASI APBD



(%) (%) (%)

1 2 3=4+8+12+16 4 5 6=5/4*100 7 8 9 10=9/8*100 11 20=5+9+13+17 21=(20/3)*100 22

No URAIAN PROGRAM/ 
KEGIATAN/SUB KEG PAGU APBD (.)

BELANJA OPERASI BELANJA MODAL

PAGU BELANJA 
OPERASI (.)

REALISASI KEUANGAN REAL 
FISIK 
(%)

PAGU 
BELANJA 
MODAL (.)

REALISASI KEUANGAN REAL 
FISIK 
(%)

REALISASI KEUANGAN REAL 
FISIK 
(%)

REALISASI APBD

8 Penyediaan Gaji dan Tunjangan 
ASN 4,571,628,195       4,571,628,195      4,402,152,323      96.29 99.82       4,402,152,323      96.29     99.82

Belanja Gaji Pokok PNS 1,706,798,000       1,706,798,000             1,665,143,438 97.56 100.00     1,665,143,438      97.56     100.00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS

143,633,000          143,633,000                   140,994,154 98.16 100.00     140,994,154         98.16     100.00

Belanja Tunjangan Jabatan PNS 97,856,000            97,856,000                       97,450,000 99.59 100.00     97,450,000           99.59     100.00

Belanja Tunjangan Fungsional PNS
98,980,000            98,980,000                       92,060,000 93.01 100.00     92,060,000           93.01     100.00

Belanja Tunjangan Fungsional 
Umum PNS 34,310,000            34,310,000                       33,600,000 97.93 100.00     33,600,000           97.93     100.00

Belanja Tunjangan Beras PNS 93,991,000            93,991,000                       91,756,140 97.62 100.00     91,756,140           97.62     100.00

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan 
Khusus PNS 7,606,000              7,606,000                           7,488,334 98.45 100.00     7,488,334             98.45     100.00

Belanja Pembulatan Gaji PNS 25,195                   25,195                                     22,662 89.95 100.00     22,662                  89.95     100.00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 
PNS 151,681,000          151,681,000                   139,238,659 91.80 100.00     139,238,659         91.80     100.00

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan 
Kerja PNS 3,516,000              3,516,000                           3,421,510 97.31 100.00     3,421,510             97.31     100.00

Belanja Iuran Jaminan Kematian 
PNS 10,548,000            10,548,000                       10,264,536 97.31 100.00     10,264,536           97.31     100.00

Tambahan Penghasilan berdasarkan 
Beban Kerja PNS 858,444,000          858,444,000         819,558,274         95.47 100.00     

819,558,274         
95.47     100.00

Tambahan Penghasilan berdasarkan 
Prestasi Kerja PNS 1,356,080,000       1,356,080,000      1,297,074,616      95.65 100.00     

1,297,074,616      
95.65     100.00

Honorarium Pengadaan Barang dan 
Jasa 8,160,000              8,160,000             4,080,000             50.00 100.00     

4,080,000             50.00     
100.00

9
Pelaksanaan Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan 
SKPD

8,865,000              8,865,000             8,865,000             100.00 100.00     8,865,000             100.00   100.00

10
Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan Akhir Tahun 
SKPD

40,574,984            40,574,984           40,401,625           99.57 100.00     40,401,625           99.57     100.00



(%) (%) (%)

1 2 3=4+8+12+16 4 5 6=5/4*100 7 8 9 10=9/8*100 11 20=5+9+13+17 21=(20/3)*100 22

No URAIAN PROGRAM/ 
KEGIATAN/SUB KEG PAGU APBD (.)

BELANJA OPERASI BELANJA MODAL

PAGU BELANJA 
OPERASI (.)

REALISASI KEUANGAN REAL 
FISIK 
(%)

PAGU 
BELANJA 
MODAL (.)

REALISASI KEUANGAN REAL 
FISIK 
(%)

REALISASI KEUANGAN REAL 
FISIK 
(%)

REALISASI APBD

11

Koordinasi dan Penyusunan 
Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/ Semesteran 
SKPD

1,498,250              1,498,250             1,498,250             100.00 100.00     1,498,250             100.00   100.00

III Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 67,836,000            67,836,000           54,517,560           80.37 100.00     -                          -                         -             -            54,517,560           80.37 100.00

12 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 
Atribut Kelengkapannya 19,800,000            19,800,000           19,800,000           100.00 100.00     19,800,000           100.00   100.00

13 Bimbingan Teknis Implementasi 
Peraturan Perundang-Undangan 48,036,000            48,036,000           34,717,560           72.27 100.00     34,717,560           72.27     100.00

IV Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 322,005,019          322,005,019         308,119,330         95.69 100.00     308,119,330         95.69 100.00

14
Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor

7,929,596              7,929,596             7,929,472             100.00 100.00     7,929,472             100.00   100.00

15 Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 58,188,421            58,188,421           58,187,901           100.00 100.00     58,187,901           100.00   100.00

16 Penyediaan Peralatan Rumah 
Tangga 7,167,406              7,167,406             7,167,333             100.00 100.00     7,167,333             100.00   100.00

17 Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 25,050,000            25,050,000           25,050,000           100.00 100.00     25,050,000           100.00   100.00

18 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi SKPD 223,669,596          223,669,596         209,784,624         93.79 100.00     209,784,624         93.79     100.00

V
Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah

94,505,677            -                           -                           94,505,677          93,931,250         99.39     100.00   93,931,250           99.39     100.00

19 Pengadaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya 94,505,677            94,505,677          93,931,250         99.39     100.00   



(%) (%) (%)

1 2 3=4+8+12+16 4 5 6=5/4*100 7 8 9 10=9/8*100 11 20=5+9+13+17 21=(20/3)*100 22

No URAIAN PROGRAM/ 
KEGIATAN/SUB KEG PAGU APBD (.)

BELANJA OPERASI BELANJA MODAL

PAGU BELANJA 
OPERASI (.)

REALISASI KEUANGAN REAL 
FISIK 
(%)

PAGU 
BELANJA 
MODAL (.)

REALISASI KEUANGAN REAL 
FISIK 
(%)

REALISASI KEUANGAN REAL 
FISIK 
(%)

REALISASI APBD

VI Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 268,686,883          268,686,883         259,711,847         96.66 100.00     -                          -                         -             -            259,711,847         96.66     100.00

20 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 350,000                 350,000                -                           100.00     -                           -         100.00

21 Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 92,578,883            92,578,883           88,993,890           96.13 100.00     88,993,890           96.13     100.00

22 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 
Kantor 175,758,000          175,758,000         170,717,957         97.13 100.00     170,717,957         97.13     100.00

VII
Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah

277,357,751          78,482,751           76,372,750           97.31 100.00     198,875,000        195,892,406       98.50     100.00   272,265,156         98.16     100.00

23 Belanja Pembayaran Pajak, Bea 
dan Perizinan 44,072,751            44,072,751           41,962,750           95.21 100.00     41,962,750           95.21     100.00

24 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya 34,410,000            34,410,000           34,410,000           100.00 100.00     34,410,000           100.00   100.00

25
Belanja Pemeliharaan Bangunan 
Gedung-Bangunan Gedung Tempat 
Kerja-Bangunan Gedung Kantor

198,875,000          198,875,000        195,892,406       98.50     100.00   195,892,406         98.50     100.00

 -                           -         

2.18 URUSAN 
PEMERINTAHAN BIDANG 
PENANAMAN MODAL

B PROGRAM PENGEMBANGAN 
IKLIM PENANAMAN MODAL 156,834,012          156,834,012         127,231,052         81.12 100.00 127,231,052         81.12     100.00



(%) (%) (%)

1 2 3=4+8+12+16 4 5 6=5/4*100 7 8 9 10=9/8*100 11 20=5+9+13+17 21=(20/3)*100 22

No URAIAN PROGRAM/ 
KEGIATAN/SUB KEG PAGU APBD (.)

BELANJA OPERASI BELANJA MODAL

PAGU BELANJA 
OPERASI (.)

REALISASI KEUANGAN REAL 
FISIK 
(%)

PAGU 
BELANJA 
MODAL (.)

REALISASI KEUANGAN REAL 
FISIK 
(%)

REALISASI KEUANGAN REAL 
FISIK 
(%)

REALISASI APBD

VIII

Penetapan Pemberian 
Fasilitas/Insentif Dibidang 
Penanaman Modal yang menjadi 
Kewenangan Daerah 
Kabupaten/Kota

129,334,012          129,334,012         99,736,052           77.12 100.00 99,736,052           77.12     100.00

26

Penetapan Kebijakan Daerah 
mengenai Pemberian 
Fasilitas/Insentif dan Kemudahan 
Penanaman Modal 

129,334,012          129,334,012         99,736,052           77.12 100.00 99,736,052           77.12     100.00

IX Pembuatan Peta Potensi Investasi 
Kabupaten/Kota 27,500,000            27,500,000           27,495,000           99.98 100.00 27,495,000           99.98     100.00

27 Penyediaan Peta Potensi dan 
Peluang Usaha Kabupaten/Kota 27,500,000            27,500,000           27,495,000           99.98 100.00 27,495,000           99.98     100.00

C PROGRAM PROMOSI 
PENANAMAN MODAL 229,931,321          229,931,321         213,928,390         93.04 100.00 213,928,390         93.04     100.00

X

Penyelenggaraan Promosi 
Penanaman Modal yang menjadi 
Kewenangan Daerah 
Kabupaten/Kota 

229,931,321          229,931,321         213,928,390         93.04 100.00 213,928,390         93.04     100.00

28
Pelaksanaan Kegiatan Promosi 
Penanaman Modal Daerah 
Kabupaten/Kota

229,931,321          229,931,321         213,928,390         93.04 100.00 213,928,390         93.04     100.00

D PROGRAM PELAYANAN 
PENANAMAN MODAL 130,481,300          130,481,300         126,311,862         96.80 100.00 -                          -                         -             -            126,311,862         96.80     100.00



(%) (%) (%)

1 2 3=4+8+12+16 4 5 6=5/4*100 7 8 9 10=9/8*100 11 20=5+9+13+17 21=(20/3)*100 22

No URAIAN PROGRAM/ 
KEGIATAN/SUB KEG PAGU APBD (.)

BELANJA OPERASI BELANJA MODAL

PAGU BELANJA 
OPERASI (.)

REALISASI KEUANGAN REAL 
FISIK 
(%)

PAGU 
BELANJA 
MODAL (.)

REALISASI KEUANGAN REAL 
FISIK 
(%)

REALISASI KEUANGAN REAL 
FISIK 
(%)

REALISASI APBD

XI

Pelayanan Perizinan dan Non 
Perizinan secara Terpadu Satu 
Pintu dibidang Penanaman 
Modal yang menjadi 
Kewenangan Daerah Kabupaten/ 
Kota 

130,481,300          130,481,300         126,311,862         96.80 100.00 126,311,862         96.80     100.00

29

Penyediaan Pelayanan Terpadu 
Perizinan dan Nonperizinan 
berbasis Sistem Pelayanan 
Perizinan Berusaha Terintegrasi 
secara Elektronik 

52,620,800            52,620,800           51,693,112           98.24 100.00 51,693,112           98.24     100.00

30
Pemantauan Pemenuhan Komitmen 
Perizinan dan Non Perizinan 
Penanaman Modal 

69,471,000            69,471,000           66,229,700           95.33 100.00 66,229,700           95.33     100.00

31

Penyediaan Layanan Konsultasi 
dan Pengelolaan Pengaduan 
Masyarakat terhadap Pelayanan 
Terpadu Perizinan dan Non 
Perizinan 

8,389,500              8,389,500             8,389,050             99.99 100.00     8,389,050             99.99     100.00

E
PROGRAM PENGENDALIAN 
PELAKSANAAN PENANAMAN 
MODAL

450,500,000          450,500,000         371,774,707         82.52 100.00 371,774,707         82.52 100.00

XII

Pengendalian Pelaksanaan 
Penanaman Modal yang menjadi 
Kewenangan Daerah 
Kabupaten/Kota 

450,500,000          450,500,000         371,774,707         82.52 100.00 371,774,707         82.52 100.00

32
Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pemantauan Pelaksanaan 
Penanaman Modal

-                            -                           -                           

33
Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pembinaan Pelaksanaan 
Penanaman Modal 

372,955,000          372,955,000         299,713,707         80.36 100.00 299,713,707         80.36 100.00



(%) (%) (%)

1 2 3=4+8+12+16 4 5 6=5/4*100 7 8 9 10=9/8*100 11 20=5+9+13+17 21=(20/3)*100 22

No URAIAN PROGRAM/ 
KEGIATAN/SUB KEG PAGU APBD (.)

BELANJA OPERASI BELANJA MODAL

PAGU BELANJA 
OPERASI (.)

REALISASI KEUANGAN REAL 
FISIK 
(%)

PAGU 
BELANJA 
MODAL (.)

REALISASI KEUANGAN REAL 
FISIK 
(%)

REALISASI KEUANGAN REAL 
FISIK 
(%)

REALISASI APBD

34
Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pengawasan Pelaksanaan 
Penanaman Modal 

77,545,000            77,545,000           72,061,000           92.93 100.00 72,061,000           92.93 100.00

F

PROGRAM PENGELOLAAN 
DATA DAN SISTEM 
INFORMASI PENANAMAN 
MODAL 

44,540,000            44,540,000           44,426,312           99.74 100.00     -                          -                         -             -            44,426,312           99.74     100.00

XIII

Pengelolaan Data dan Informasi 
Perizinan dan Non Perizinan 
yang Terintegrasi pada Tingkat 
Daerah Kabupaten/Kota 

                44,540,000               44,540,000 44,426,312           99.74 100.00     44,426,312           99.74     100.00

35

Pengolahan, Penyajian dan 
Pemanfaatan Data dan Informasi 
Perizinan dan Non Perizinan 
Berbasis Sistem Pelayanan 
Perizinan Berusaha Terintegrasi 
secara Elektronik 

                44,540,000               44,540,000 44,426,312           99.74 100.00     44,426,312           99.74     100.00

TOTAL 6,759,020,000       6,465,639,323      6,122,875,140      94.70 100.00 293,380,677        289,823,656       98.79     100.00   6,412,698,796      94.88 100.00

 

Pangkalan Bun, 03 Januari 2024

Ir. KAMALUDIN, M.Si
NIP. 19650105 199403 1 010

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP



LAMPIRAN 4

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Volume Nilai (Rp) Volume Nilai (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 Pengendalian 
Pelaksanaan Penanaman 
Modal yang menjadi 
Kewenangan Daerah 
Kabupaten/Kota  

1

 Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pemantauan 
Pelaksanaan Penanaman 
Modal 

-                          -           

2

 Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pembinaan 
Pelaksanaan Penanaman 
Modal  

             230  Pelaku 
Usaha                   230 371,155,000      371,155,000                    230  Pelaku Usaha 299,713,707        80.75    371,155,000.00       100.00     

3

 Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pengawasan 
Pelaksanaan Penanaman 
Modal  

               75  Kegiatan 
Usaha                     75 77,545,000        77,545,000                        75  Kegiatan 

Usaha 72,061,000          92.93    77,545,000.00       100.00     

448,700,000      448,700,000        371,774,707        82.86    448,700,000.00       100.00     

Pangkalan Bun, 03 Januari 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

l

Ir. KAMALUDIN, M.Si
NIP. 19650105 199403 1 010

SWAKELOLA (Rp)
Fisik

Kontraktual Metode 
Pembayaran Keuangan %

TOTAL

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK REGULER/PENUGASAN/AFIRMASI

BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL
TAHUN ANGGARAN 2023 PER 31 DESEMBER 2023

NO.

SUB 
BIDANG/KEGIATAN/SU

B KEGIATAN/KET 
LAINNYA

PERENCANAAN KEGIATAN  MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN REALISASI
Kodefikasi/ 
Keterangan 

Permasalahan%VOLUME SATUAN
JUMLAH 

PENERIMA 
MANFAAT

PAGU DAK 
FISIK (Rp)



LAMPIRAN 5

PAKET Rp.

PAKET Rp. PAKET Rp. PAKET Rp. PAKET Rp. PAKET Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3-5 14=4-6

A Pagu  0 - 50 Juta
Paket Penyedia

1 Belanja Pakaian Dinas Harian 
(PDH) 

1 19,800,000            1 19,800,000         1 19,800,000        1 19,800,000            1 19,800,000       -              -                      

2 Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 

1               1,498,250 1            1,498,250 1           1,498,250 1               1,498,250 1           1,498,250 - -                      

3 Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 

1               2,515,000 1            2,515,000 1           2,515,000 1               2,515,000 1           2,515,000 - -                      

4 Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 

1               2,865,000 1            2,865,000 1           2,865,000 1               2,865,000 1 2,865,000 - -                      

5 Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor-Benda Pos 

1               6,000,000 1            6,000,000 1           6,000,000 1               6,000,000 1           6,000,000 -              -                      

6 Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor-Alat Listrik

1               7,929,596 1            7,929,596 1           7,929,596 1               7,929,596 1           7,929,472 -              -                      

7 Belanja Makanan dan
Minuman Rapat Sub
Kegiatan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD, kegiatan
Kunjungan dari Provinsi,
Kegiatan Sosialisasi dari
Kominfo, Pertemuan Calon
Investor

1 3,960,000 1 3,960,000 1 3,960,000 1 3,960,000 1           3,705,000 -              -                      

8 Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor-Alat Tulis 
Kantor 

1              29,766,571 1          29,766,571 1          29,766,571 1             29,766,571 1         29,766,222 - -                      

9 Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

1              25,050,000 1          25,050,000 1          25,050,000 1             25,050,000 1         25,050,000 - -                      

 LAPORAN PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PAKET NON STRATEGIS (>RP. 50 JUTA S/D Rp. 200 JUTA)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TEADU SATU PINTU

TAHUN ANGGARAN 2023 PER 31 DESEMBER 2023

NO URAIAN PEKERJAAN JUMLAH 
PAKET

JUMLAH PAGU 
(Rp.)

PROSES PENGADAAN

SUDAH PENGADAAN BELUM 
PENGADAAN

PEMILIHAN / 
PELAKSANAAN HASIL PEMILIHAN KONTRAK SERAH TERIMA



PAKET Rp.

PAKET Rp. PAKET Rp. PAKET Rp. PAKET Rp. PAKET Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3-5 14=4-6

NO URAIAN PEKERJAAN JUMLAH 
PAKET

JUMLAH PAGU 
(Rp.)

PROSES PENGADAAN

SUDAH PENGADAAN BELUM 
PENGADAAN

PEMILIHAN / 
PELAKSANAAN HASIL PEMILIHAN KONTRAK SERAH TERIMA

10 Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Kertas dan 
Cover

1              28,421,850 1          28,421,850 1          28,421,850 1             28,421,850 1         28,421,679 - -                      

11 Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor-Perabot Kantor

1               7,167,406 1            7,167,406 1           7,167,406 1               7,167,406 1 7,167,333         - -                      

12 Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

1               9,786,000 1            9,786,000 1           9,786,000 1               9,786,000 1           9,785,700 - -                      

13 Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

1               4,838,400 1            4,838,400 1           4,838,400 1               4,838,400 1           4,766,400 - -                      

14 Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 

1               8,389,500 1            8,389,500 1           8,389,500 1               8,389,500 1           8,389,050 - -                      

15 Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

1               1,950,000 1            1,950,000 1           1,950,000 1               1,950,000           1,950,000 - -                      

16 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan 
Pelumas

1              13,971,750 1          13,971,750 1          13,971,750 1             13,971,750 1         13,971,750 - -                      

17 Belanja Pemeliharaan Alat 
Angkutan-Alat Angkutan Darat 
Bermotor-Kendaraan Bermotor 
Beroda Dua

1               2,697,500 1            2,697,500 1           2,697,500 1               2,697,500 1           2,697,000 - -                      

18 Belanja Pemeliharaan Alat 
Angkutan-Alat Angkutan Darat 
Bermotor-Kendaraan Bermotor 
Penumpang

1              23,211,500 1          23,211,500 1          23,211,500 1             23,211,500 1         23,211,500 - -                      

19 Belanja Pemeliharaan Alat 
Kantor dan Rumah TanggaAlat 
Rumah Tangga-Alat Pendingin

1               6,100,000 1            6,100,000 1           6,100,000 1               6,100,000 1           6,100,000 - -                      

20 Belanja Pemeliharaan Komputer-
Peralatan Komputer-Peralatan 
Mainframe

1               9,000,000 1            9,000,000 1           9,000,000 1               9,000,000 1           9,000,000 - -                      

21 Belanja Pemeliharaan Komputer-
Peralatan Komputer-Peralatan 
Personal Computer

1               6,900,000 1            6,900,000 1           6,900,000 1               6,900,000 1           6,900,000 - -                      



PAKET Rp.

PAKET Rp. PAKET Rp. PAKET Rp. PAKET Rp. PAKET Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3-5 14=4-6

NO URAIAN PEKERJAAN JUMLAH 
PAKET

JUMLAH PAGU 
(Rp.)

PROSES PENGADAAN

SUDAH PENGADAAN BELUM 
PENGADAAN

PEMILIHAN / 
PELAKSANAAN HASIL PEMILIHAN KONTRAK SERAH TERIMA

22 Pengawasan Teknis 
Pemeliharaan gedung kantor

1               7,549,893 1            7,549,893 1           7,549,893 1               7,549,893 1 7,468,524         - -                      

23 Perencanaan Teknis 
Pemeliharaan gedung kantor

1               5,607,211 1            5,607,211 1           5,607,211 1               5,607,211 1           5,526,690 - -                      

24 Belanja Pemeliharaan Komputer-
Komputer UnitPersonal 
Computer

1              12,410,000 1          12,410,000 1          12,410,000 1             12,410,000 1         12,410,000 -              -                      

25 Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

1               8,749,500 1            8,749,500 1           8,749,500 1               8,749,500 1           8,452,500 -              -                      

26 Belanja Barang untuk 
Dijual/Diserahkan kepada 
Masyarakat

1               7,813,512 1            7,813,512 1           7,813,512 1               7,813,512 1           7,260,432 -              -                      

27 Belanja Makanan dan Minuman 
Rapat Pelaksanaan Forum 
Konsultasi Publik (FKP) Standar 
Pelayanan Perizinan dan 
NonPerizinan dan Pembahasan 
Kebijakan dan Regulasi

1              32,505,000 1          32,505,000 1          32,505,000 1             32,505,000 1         24,045,000 -              -                      

28 Belanja Modal Peralatan 
Personal Computer

1              18,750,009 1          18,750,009 1          18,750,009 1             18,750,009 1         18,750,009 -              -                      

29 Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

1               8,999,600 1            8,999,600 1           8,999,600 1               8,999,600 1 7,439,600         -              -                      

30 Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

1                  700,000 1               700,000 1              700,000 1                  700,000 1              700,000 -              -                      

31 Belanja Makanan dan Minuman 
Rapat Analisa dan Verifikasi 
Data, Profil dan Informasi 
Kegiatan Pelaku Usaha

1               5,775,000 1            5,775,000 1           5,775,000 1               5,775,000 1              750,000 -              -                      

32 Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

1              15,379,919 1          15,379,919 1          15,379,919 1             15,379,919 1         13,579,650 - -                      



PAKET Rp.

PAKET Rp. PAKET Rp. PAKET Rp. PAKET Rp. PAKET Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3-5 14=4-6

NO URAIAN PEKERJAAN JUMLAH 
PAKET

JUMLAH PAGU 
(Rp.)

PROSES PENGADAAN

SUDAH PENGADAAN BELUM 
PENGADAAN

PEMILIHAN / 
PELAKSANAAN HASIL PEMILIHAN KONTRAK SERAH TERIMA

33 Belanja Barang untuk 
Dijual/Diserahkan kepada 
Masyarakat

1              18,807,681 1          18,807,681 1          18,807,681 1             18,807,681 1         18,807,390 - -                      

34 Belanja Makanan dan Minuman 
Rapat  untuk acara bimtek 
sosialisasi di 4 kecamatan

1              18,125,000 1          18,125,000 1          18,125,000 1             18,125,000 1         14,000,000 - -                      

35 Belanja Langganan Jurnal/Surat 
Kabar/Majalah

1               7,200,000 1            7,200,000 1           7,200,000 1               7,200,000 1           3,600,000 - -                      

36 Belanja Paket/Pengiriman 1                  350,000                         - 1 350,000          

37 Belanja Tagihan Air 1               7,683,975 1            7,683,975 1           7,683,975 1               7,683,975 1           5,527,250 - -                      

38 Belanja Tagihan 1               1,435,644 1            1,435,644 1           1,435,644 1               1,435,644 1           1,207,376 - -                      

39 Belanja Makanan dan Minuman 
Rapat Persiapan Kegiatan 
Pameran

1               4,400,000 1            4,400,000 1           4,400,000 1               4,400,000 1           4,400,000 - -                      

40 Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

1               7,198,370 1            7,198,370 1           7,198,370 1               7,198,370 1           3,820,900 - -                      

41 Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan KantorSuvenir/Cendera 
Mata

1               4,500,162 1            4,500,162 1           4,500,162 1               4,500,162 1           4,050,000 - -                      

42 Belanja Paket/Pengiriman 1               3,278,100 1            3,278,100 1           3,278,100 1               3,278,100 1           3,278,000 - -                      

43 Belanja Sewa Kendaraan 
Bermotor Penumpang

1               2,910,000 1            2,910,000 1           2,910,000 1               2,910,000 1           2,910,000 - -                      

44 Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

1 1,297,250              1 1,297,250           1 1,297,250          1 1,297,250              1 1,297,250         - -                      

45 Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

1               2,505,500 1            2,505,500 1           2,505,500 1               2,505,500 1           2,505,500 - -                      

46 Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

1               2,497,250 1            2,497,250 1           2,497,250 1               2,497,250 1           2,497,250 - -                      



PAKET Rp.

PAKET Rp. PAKET Rp. PAKET Rp. PAKET Rp. PAKET Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3-5 14=4-6

NO URAIAN PEKERJAAN JUMLAH 
PAKET

JUMLAH PAGU 
(Rp.)

PROSES PENGADAAN

SUDAH PENGADAAN BELUM 
PENGADAAN

PEMILIHAN / 
PELAKSANAAN HASIL PEMILIHAN KONTRAK SERAH TERIMA

47 Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

1               1,752,500 1            1,752,500 1           1,752,500 1               1,752,500 1           1,752,500 - -                      

48 Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

1               4,174,500 1            4,174,500 1           4,174,500 1               4,174,500 1           4,174,500 - -                      

49 Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak

1               2,501,600 1            2,501,600 1           2,501,600 1               2,501,600 1           2,501,600 - -                      

50 Belanja Alat/Bahan untuk 
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 
(MTL)

1               1,932,000                         - 1 1,932,000       

51 Belanja Makanan dan Minuman 
Rapat dalam rangka penyusunan 
Dokumen Renstra, Renja dan 
Dokumen Perencanaan Perangkat 
Daerah Lainnya

1               1,600,000                         - 1 1,600,000       

52 Belanja Makanan dan Minuman 
Rapat Koordinasi Penyusunan 
Dokumen RKASKPD

1               1,200,000                         - 1 1,200,000       

Total Pagu 0 s/d 50 Juta 52            441,407,499 48        436,325,499 48        436,325,499 48           436,325,499 47 404,201,277     4             5,082,000       

B Pagu 50 s/d 200 Juta

53 Rehabilitasi Bangunan gedung 
Negara (Pemasangan atap gedung 
kantor)

1 185,717,896          1 185,717,896       1 185,717,896      1 185,717,896          1 182,897,192     -              -                      

54 Belanja Modal Personal
Computer

1              75,755,668 1          75,755,668 1          75,755,668 1             75,755,668 1 75,200,000 -              

55 Belanja Tagihan Listrik 1 76,259,264            1 76,259,264         1 76,259,264        1 76,259,264            1 76,259,264       -              -                      



PAKET Rp.

PAKET Rp. PAKET Rp. PAKET Rp. PAKET Rp. PAKET Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=3-5 14=4-6

NO URAIAN PEKERJAAN JUMLAH 
PAKET

JUMLAH PAGU 
(Rp.)

PROSES PENGADAAN

SUDAH PENGADAAN BELUM 
PENGADAAN

PEMILIHAN / 
PELAKSANAAN HASIL PEMILIHAN KONTRAK SERAH TERIMA

56 Belanja Jasa Penyelenggaraan 
Acara

1              84,878,489 1          84,878,489 1          84,878,489 1             84,878,489 1 81,753,400 -              -                      

Total Pagu 50 s/d 200 Juta 4 422,611,317          4 422,611,317       3                       422,611,317      3             422,611,317          4             416,109,856     -              -                      

Keterangan :
- : Jumlah paket yang pekerjaannya sudah diproses oleh pejabat pengadaan untuk dilakukan pemilihan penyedia barang/jasa
- Penggandaan dan : Jumlah paket yang proses pemilihan penyediannya telah selesai dan sudah diumumkan pemenangnya
- Penjilidan-Koordinasi dan : Jumlah paket yang pekerjaannya masih berjalan dan yang sudah selesai dikerjakan
- Penyusunan Laporan : Jumlah paket yang sudah dilakukan serah terima pekerjaan

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Pangkalan Bun, 03 Januari 2024
Realisasi Kinerja SKPD) Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Ir. KAMALUDIN, M.Si
NIP. 19650105 199403 1 010



HAMBATAN/KENDALA REALISASI KEUANGAN DI BAWAH 98%

Pada DAK Non Fisik ada perbedaan SBU Pusat 
(Kementerian investasi/ BKPM dan SBU Daerah (Pemda 
Kabupaten Kotawaringin Barat) 
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